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Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang “Analisis Hukum 
Islam Terhadap Praktik Akad Mud}a>rabah pada Pembiayaan Pendidikan di BMT 
Muda Surabaya”, yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai Apa 
alasan BMT Muda menggunakan akad Mud}a>rabah untuk pembiayaan 
pendidikan, Bagaimana jika terjadi wanprestasi dalam pembiayaan pendidikan 
yang menggunakan akad Mud}a>rabah di BMT Muda Surabaya, dan Bagaimana 
analisis hukum Islam terhadap praktik akad Mud}ara>bah pada pembiayaan 
pendidikan di BMT Muda Surabaya. 
Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi 
dengan pihak yang terlibat, yaitu karyawan dan anggota BMT Muda Surabaya. 
Penulis menggunakan teknik organizing, editing dan analyzing. Selanjutnya 
dianalisis dengan metode deskriptif analisis untuk mendapatkan kesimpulan 
secara khusus tentang praktik akad Mud}a>rabah pada pembiayaan pendidikan di 
BMT Muda Surabaya. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa diperoleh informasi mengenai 
praktik pembiayaan pendidikan di BMT Muda Surabaya, yakni dengan 
menggunakan akad Mud}a>rabah. Dalam praktiknya nasabah datang ke BMT 
Muda Surabaya untuk mengajukan pembiayaan pendidikan yang digunakan 
untuk membiayai pendidikan anaknya, seperti: membayar uang SPP, uang 
gedung sekolah dan Perguruan Tinggi. Sehingga akad tersebut berubah menjadi 
akad pinjam meminjam yang berupa uang, karena pihak BMT Muda disini tidak 
memiliki produk khusus untuk membiayai nasabah yang membutuhkan dana 
talangan pendidikan, serta margin yang ditetapkan juga ringan dan jangka waktu 
yang lama sesuai dengan kemampuan nasabah dalam membayar angsuran 
tersebut. Akad Mud}a>rabah pada pembiayaan pendidikan yang diterapkan oleh 
BMT Muda belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan fatwa DSN MUI 
No. 07/DSN-MUI/IV/2000 yang seharusnya digunakan untuk suatu usaha yang 
produktif melainkan digunakan untuk biaya pendidikan. Pembiayaan yang 
digunakan untuk pendidikan ini tidak menghasilkan keuntungan melainkan ilmu 
pengetahuan. Sehingga akad tersebut tidak tepat atau dianggap akad yang fasid 
(rusak). 
Sehubungan dengan kesimpulan diatas, diharapkan pihak BMT Muda 
Surabaya dapat  menerapkan akad Mud}a>rabah tersebut sesuai dengan ketentuan 
yang ada, agar tercapai visi dan misi yang telah dicantumkan. Serta lebih 
meningkatkan pembenahan dalam penentuan akad untuk pembiayaan yang 
diajukan oleh nasabah. 
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A. Latar Belakang Masalah 
        Dewasa ini, dengan berkembangnya perbankan syariah di Indonesia, 
berkembang pula lembaga keuangan mikro syariah. Lembaga keuangan 
syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya 
menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga 
keuangan syariah terdiri dari bank yaitu Bank Syariah dan non bank meliputi 
Koperasi, KJKS, Pegadaian Syariah dan Baitul Ma>l Wa Tamwi>l (BMT). 
       Baitul Ma>l Wa Tamwi>l (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang 
berfungsi sebagai penyedia kredit bagi masyarakat, khususnya pengusaha 
skala kecil dan menengah dengan sistem bagi hasil untuk mengembangkan 
aspek produksi dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan 
ekonomi.1 Keberadaan Baitul Ma>l Wa Tamwi>l (BMT) sangat dirasakan 
manfaatnya terutama oleh para pengusaha golongan menengah ke bawah 
atau pedagang kecil yang perlu mendapatkan bantuan terutama dalam hal 
tersedianya modal kerja yang cukup untuk mengembangkan usaha-usaha 
berdasarkan prinsip syariah yang kemudian disalurkan melalui pembiayaan.2 
                                                          
1 Hadin Nuryadin, BMT & Bank Islam (Bandung: Anggota IKAPI, 2004), 29. 
2 Muhammad, Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 59. 



































Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana yang diberikan oleh 
koperasi syariah kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan.3 
Pada dasarnya, segala bentuk atau transaksi muamalah itu boleh atau 
mubah kecuali ada dalil-dalil yang mengharamkannya. Jadi pada dasarnya 
segala bentuk macam muamalah itu diperbolehkan asalkan tetap pada syara’ 
terutama tentang jual beli atau lain-lainya. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh: 
 ىَلع ليلد لدَي نَألايإ ُةَحَاب يلإا يةَلَم اَعُمْلا ْ يفِ ُلْصَلأا َْتاَهييمر  
Artinya : Hukum asal dari muamalah adalah boleh atau mubah kecuali ada 
 dalil yang melarangnya (mengharamkannya).4 
 
Disamping itu, dalam urusan pemenuhan kebutuhan hidup, manusia 
tidak akan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan manusia 
yang lain.  Oleh karena itu Allah SWT menganjurkan agar setiap umat-Nya 
untuk saling tolong menolong. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT 


















ل ْدُعْ َو ْ رنَْْوٱْ
 




Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
           taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
           pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya 
            Allah amat berat siksa-Nya. 
 
Dari ayat tersebut diatas menerangkan bahwa semua usaha manusia 
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah sah, akan tetapi agama Islam 
                                                          
3 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik (Jakarta: Gema Insani Press, 
  2001), 160. 
4 H.A.Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 130. 
5 Departemen Agama RI, Al-Quran danTerjemahannya (Surabaya: Al-Hidayah, 1971), 85. 



































dengan seperangkat hukumnya juga membatasi perilaku manusia dalam 
menjalankan segala usahanya. Salah satu bentuk tolong menolong adalah 
dengan cara menyalurkan dana pada seseorang yang membutuhkan. 
BMT Muda Surabaya adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang  
berada di Kedinding Lor Gg. Tanjung No.49 Surabaya, yang ikut serta dan 
peduli untuk menyiarkan ajaran Islam serta untuk mensejahterakan ekonomi 
di kalangan masyarakat. BMT Muda ini selain menyediakan produk-produk 
penghimpunan dana (funding) seperti wadi’ah (titipan), deposito, tabungan 
pelajar, tabungan idul fitri, tabungan qurban, tabungan umrah, tabungan 
walimah, juga menyediakan produk-produk penyaluran dana (lending) 
seperti pembiayaan mura>bah}ah, pembiayaan mud}a>rabah, pembiayaan 
musya>rakah, dan pembiayaan qardul hasan. Diantara bentuk produk 
pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT Muda, salah satunya adalah 
pembiayaan mud}a>rabah yang secara teknis pembayarannya dapat dilakukan 
secara angsuran. 
Secara sederhana, mud}a>rabah adalah akad yang di dalamnya pemilik 
modal memberikan modal (harta) pada ‘amil (pengelola) untuk 
mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa 
yang mereka sepakati. Sedangkan kerugiannya hanya menjadi tanggungan 
pemilik modal saja. ‘Amil tidak menanggung kerugian apa pun kecuali pada 
usaha dan kerjanya saja.6 
                                                          
6 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu> Jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: 
  Gema Insani, 2011), 476. 



































Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam menunjang 
kemajuan suatu bangsa. Bagaimana jadinya jika generasi masa depan bangsa 
putus di tengah jalan dalam mengenyam pendidikan atau bahkan tidak 
pernah megenyam pendidikan  sama  sekali. Pada saat ini biaya pendidikan 
di Indonesia sangat mahal dan kurang terjangkau oleh masyarakat menengah 
kebawah. 
BMT yang pada dasarnya mengemban misi sosial haruslah ikut berperan 
serta dalam menangani masalah pendidikan ini. Salah satunya adalah adanya 
produk tertentu dari BMT Muda, untuk memberikan pembiayaan guna 
menangani masalah biaya pendidikan tersebut. BMT Muda Surabaya adalah 
salah satu lembaga keuangan syariah yang menyalurkan pembiayaan untuk 
biaya pendidikan, kemudian biaya pendidikan digunakan untuk pinjam 
meminjam yang berupa uang, dimana bentuk penyaluran pembiayaan 
tersebut menggunakan akad mud}a>rabah.  
Akad mud}a>rabah yang diberikan untuk biaya pendidikan, memang suatu 
implementasi yang masih kontroversi di dalam praktiknya dalam 
menyalurkan dananya kepada masyarakat. Akan tetapi hal ini sulit untuk 
dihindarkan, permintaan pembiayaan untuk membiayai pendidikan akan 
terus meningkat seiring pendidikan di Indonesia yang tergolong cukup 
mahal. Masyarakat menengah ke bawah pasti akan lebih memilih 
menggunakan jasa BMT sebagai alternatif untuk membantunya dalam 
menangani masalah biaya pendidikan ini. 



































Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI N0.07/DSN 
MUI/IV/2000 tentang mud}a>rabah, disebutkan pada ketentuan umum bahwa 
mud}a>rabah harus digunakan untuk kegiatan yang produktif. Maka belum 
sesuai jika akad mud}a>rabah yang seharusnya digunakan untuk modal usaha 
tetapi malah dipergunakan untuk biaya pendidikan. Karena memperhatikan 
pentingnya kepastian hukum mengenai akad mud}a>rabah dalam masyarakat 
Islam khususnya di BMT Muda Surabaya, berdasarkan realita tersebutlah 
yang melatar belakangi penulis tertarik untuk meneliti terkait praktik akad 
mud}a>rabah di BMT Muda Surabaya. Dan untuk bahasan lebih lanjut akan 
dituangkan dalam “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad 
Mud}a>rabah Pada Pembiayaan Pendidikan di BMT Muda Surabaya”. 
 
B. Identifikasi Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 
masalah-masalah yang bisa dikaji sebagai berikut : 
1. Proses Akad mud}a>rabah pada pembiayaan pendidikan di BMT Muda 
Surabaya. 
2. Praktik pembiayaan pendidikan di BMT Muda Surabaya. 
3. Mekanisme yang ditempuh untuk menyelesaikan wanprestasi dalam 
pembiayaan pendidikan di BMT Muda Surabaya. 
4. Pendapat Ulama’ tentang praktik akad mud}a>rabah pada pembiayaan 
pendidikan di BMT Muda Surabaya. 
 



































C.  Batasan Masalah 
Agar mendapatkan penelitian yang tuntas, maka penulis membatasi 
masalahnya sebagai berikut : 
1. Akad mud}a>rabah digunakan untuk pembiayaan pendidikan di BMT 
Muda Surabaya. 
2. Kebijakan yang ditempuh BMT Muda Surabaya jika terjadi wanprestasi 
dalam pembiayaan pendidikan yang menggunakan akad mud}a>rabah . 
3. Analisis hukum Islam terhadap praktik akad mud}a>rabah pada 
pembiayaan pendidikan di BMT Muda Surabaya. 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan batasan dari identifikasi masalah di atas, maka penulis 
ingin merumuskan permasalahan yan menjadi fokus kajian adalah sebagai 
berikut : 
1. Apa alasan BMT Muda Surabaya menggunakan akad mud}a>rabah untuk 
pembiayaan pendidikan? 
2. Bagaimana jika terjadi wanprestasi dalam pembiayaan pendidikan 
yang menggunakan akad mud}a>rabah di BMT Muda Surabaya? 
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik akad mud}a>rabah 







































E. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian 
yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga 
terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tdak merupakan 
pengulangan atau duplikasi dari kajian atas penelitian yang telah ada.7 
Sesuatu yang pasti akan dilakukan seseorang apabila ingin membuat karya 
ilmiah adalah mencari dan mengumpulkan data-data yang diperlukan sebagai 
bahan dalam pembuatan karya ilmiah tersebut. Data-data tersebut biasanya 
buku-buku, skripsi, tesis, surat kabar, majalah dan lain sebagainya. 
Adapun penelitian yang terkait dengan akad mud}a>rabah adalah sebagai 
berikut : 
Pertama, Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad 
Pembiayaan Mud}a>rabah dengan sistem kelompok di BMT Kube Sejahtera 
Desa Tropodo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo” yang ditulis oleh 
Rihayati Qomaidah mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, kesimpulan 
dari hasil penelitiannya mengenai nasabah yang bertindak sebagai s}a>h}ib al-
ma>l membentuk sebuah kelompok sebelum melakukan pembiayaan, 
kemudian terjadilah wanprestasi karena salah satu anggota tidak mampu 
membayar angsuran pembiayaan.8 
                                                          
7 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi  
  (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2016), 8. 
8 Rihayati Qomaidah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Mud}a>rabah Pembiayaan dengan 
  sistem kelompok di BMT Kube Sejahtera Desa Tropodo Kecamatan Krian Kabupaten 
Sidoarjo”, 



































Kedua, Skripsi yang berjudul “Studi Analisis Akad Mud}a>rabah terhadap 
Kasus Kerjasama Ternak Kambing di Desa Bebekan Selatan Taman 
Sepanjang Sidoarjo” yang ditulis oleh Muhammad Muchlisin mahasiswa 
UIN Sunan Ampel Surabaya, kesimpulan dari analisis akad mud}a>rabah 
terhadap kerjasama ternak kambing di Desa Bebekan Selatan, praktik 
kerjasama di Desa Bebekan tidak sah, karena tidak memenuhi rukun dalam 
akad mud}a>rabah, yakni ketidakjelasan dalam pembagian nisbah, antara pihak 
s}a>h}ib al-ma>l dengan pihak mud}a>rib. Dikarenakan bagian nisbah milik pihak 
mud}a>rib dibagi oleh pihak s}a>h}ib al-ma>l Sejalan dengan kesimpulan diatas, 
maka disarankan agar para shohibul ma>l dan mudha>rib memperhatikan rukun 
dan syaratnya sebelum melakukan akad mud}a>rabah demi menjaga keutuhan 
prinsip syariah Islam.9 
Ketiga, skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap 
Penentuan Bagi Hasil Sijangka Mud}a>rabah di KJKS Ben Iman Jl. Veteran 
No.8 Lamongan” yang ditulis oleh Fiqri Ainur Rosyadi mahasiswa UIN 
Sunan Ampel Surabaya, yang  hasil penelitiannya menyimpulkan, penentuan 
bagi hasil sijangka mud}a>rabah menggunakan nilai presentase nisbah yang 
dihitung dengan modal yang disimpan.10 Dalam kegiatan usaha pasti ada 
untung dan ruginya yang menyebabkan penghasilan tidak bisa diketahui 
                                                                                                                                                               
  (Skripsi—UIN Sunan Ampel, 2009), 8.  
9 Muhammad Muchlisin, “Studi Analisis Akad Mud}a>rabah terhadap Kasus Kerjasama Ternak 
  Kambing di Desa Bebekan Selatan Taman Sepanjang Sidoarjo”, (Skripsi—UIN Sunan Ampel, 
  2010), 8.  
10 Fiqri Ainur Rosyadi, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Bagi Hasil Sijangka 
   Mud}a>rabah di KJKS Ben Iman Jl. Veteran No.8 Lamongan”, (Skripsi—UIN Sunan Ampel, 
   2016), 8.  
 



































dengan jelas. Oleh karena itu, dalam mud}a>rabah penentuan bagi hasil tidak 
bisa diketahui berapa rupiah uang yang akan diterima, melainkan hanya 
ukuran nisbah yang bisa ditentukan di awal bisa (70%:30%, 50%:50%, 
60%:40%) berdasarkan kesepakatan bersama di awal akad. 
Keempat, skripsi yang ditulis oleh Hana Ekawati dengan judul 
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Akad Pembiayaan Mura>bah}ah 
Menjadi Akad Pembiayaan Mud}a>rabah Pada Nasabah Bermasalah Di BMT 
Muda Surabaya” dengan kesimpulan bahwa dalam mengatasi pembiayaan 
mura>bah}ah yang bermasalah pada nasabah yang prospektif, dilakukan 
dengan cara mengalihkan akad pembiayaan mura>bah}ah menjadi akad 
pembiayaan mud}a>rabah. BMT Muda Surabaya memanggil nasabah 
bermasalah yang telah habis jatuh temponya. Jika dalam waktu 2 bulan 
nasabah tidak hadir, maka BMT mengalihkan akad secara sepihak. Ditinjau 
dari hukum Islam, pengalihan akad tersebut yang mengacu pada fatwa DSN 
No.49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad. Maka seharusnya BMT 
Muda Surabaya terlebih dahulu menggunakan cara reschedulling supaya 
sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dan sebaiknya juga lebih memantau 
nasabah pembiayaan murabahah dan lebih selektif dalam memberikan 
pembiayaan untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.11 
 
                                                          
11 Hana Ekawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Akad Pembiayaan Mura>bah}ah 
   Menjadi Akad Pembiayaan Mud}a>rabah Pada Nasabah Bermasalah Di BMT Muda 
   Surabaya”, (Skripsi—UIN Sunan Ampel, 2015), 8.  



































F. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akaan dicapai dalam sebuah 
penelitian dan juga menetukan arah penelitian agar tetap dalam koridor yang 
benar sehingga tercapainya sesuatau yang dituju.12 Adapun tujuan yang ingin 
dicapai dalam penelitian antara lain : 
1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara mendalam bagaimana 
akad mud}a>rabah pada pembiayaan pendidikan di BMT Muda Surabaya. 
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara mendalam bagaimana 
jika terjadi wanprestasi dalam pembiayaan pendidikan yang 
menggunakan akad mud}a>rabah  di BMT Muda Surabaya. 
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara mendalam bagaimana 
analisis hukum Islam terhadap akad mud}a>rabah di BMT Muda Surabaya. 
 
G. Kegunaan Hasil Penelitian 
Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik secara 
teoritis maupun praktis : 
1. Secara Teotiris 
      Dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat 
mengembangkan dan memberikan pengetahuan terhadap pengembangan 
ilmu penegetahuan, menambah wawasan yang luas mengenai akad serta 
mud}a>rabah dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan menjadi 
bahan landasan pemahaman ilmu pengetahuan pada penelitian 
                                                          
12 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 
   2010), 89. 



































berikutnya yang mempunyai minat pada subyek yang sama yakni 
mud}a>rabah. 
2. Secara Praktis 
      Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai 
bahan masukan bagi pengelola BMT Muda, serta dapat digunakan 
sebagai pedoman bagi pihak BMT Muda agar dalam menjalankan 
sistemnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 
 
H. Definisi Operasional  
Definisi operasional yaitu untuk membuat penjelasan tentang pengertian 
yang bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian sehingga bisa 
dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut 
melalui penelitian.13 Untuk mempermudah dan menghindari kesalahpahaman 
dana perbedaan persepsi pembaca dalam memahami arti dan judul ini, maka 
penulis memandang perlu untuk menjabarkan secara jelas tentang maksud 
dari istilah-istilah yang berkenaan dengan judul di atas, maksud dari judul 
tersebut diantaranya: 
Akad Mud}a>rabah pada 
Pembiayaan pendidikan   : Penggunaan Akad Mud}a>rabah yang 
seharusnya dipergunakan untuk kegiatan 
usaha, melainkan digunakan untuk biaya 
                                                          
13 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi 
   (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2016), 8. 



































pendidikan. Pembiayaan pendidikan meliputi: 
Untuk biaya SPP, uang gedung sekolah atau 
Perguruan Tinggi. 
Hukum Islam  :  Aturan-aturan tentang kegiatan Mukallaf 
tentang Mud}a>rabah yang bersumber dari 
Pendapat ulama’, kitab fiqh maupun Fatwa 
DSN MUI No. 07/DSN/MUI/IV/2000. 
BMT Muda :  Baitul Ma>l Wa Tamwi>l Mandiri Ukhuwah 
Persada adalah lembaga keuangan syariah non 
bank yang beroperasi berdasarkan prinsip 
syariah. BMT Muda ini lokasinya berada di Jl. 
Kedinding Lor Gg Tanjung No. 49 Surabaya. 
Badan Hukum :  P2T/10/09.01/01/V/2012. 
Jadi yang dimaksud dengan judul adalah praktik akad mud}a>rabah pada 
pembiayaan pendidikan di BMT Muda Surabaya yang dianalisis dengan 
Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI. 
I. Metode Penelitian 
       Adapun metode penelitian yang dipakai penulis dalam penulisan skripsi 
ini adalah  : 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) 
yakni penelitian yang dilakukan dalam konteks lapangan yang benar-



































benar terjadi terhadap praktik akad mud}a>rabah di BMT Muda 
Surabaya. Lokasi ini yang berada di Jl. Kedinding Lor Gg Tanjung No. 
49 Surabaya.14 
2. Objek Penelitian 
Yang menjadi objek penelitian adalah akad mud}a>rabah di BMT 
Muda Surabaya. 
3. Data yang Dikumpulkan 
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah hal-hal yang 
berkenaan dengan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini 
sesuai dengan rumusan masalah di atas. Data yang akan dikumpulkan 
dalam penelitian ini meliputi : 
a. Data mengenai sejarah BMT Muda Surabaya, visi misi, struktur 
organisasi dan produk-produknya. 
b. Data mengenai pembiayaan mud}a>rabah sebagai modal usaha 
yang produktif di BMT Muda Surabaya meliputi : 
1) Prosedur pengajuan pembiayaan dan akad-akad di BMT Muda 
Surabaya. 
2) Aplikasi pembiayaan di BMT Muda Surabaya. 
3) Data mengenai mekanisme perjanjian pembiayaan yang 
menggunakan akad mud}a>rabah di BMT Muda Surabaya. 
4. Sumber Data  
                                                          
14 Mardalis, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28. 



































Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan 
penelitian lapangan (field research) yang mengkhususkan pada kasus 
yang terjadi di lapangan dengan tetap mengarah pada konsep-konsep 
yang ada seperti sumber dari kepustakaan maupun dari subyek 
penelitian sebagai bahan data pendukung. Adapun sumber-sumber 
dalam penelitian ini didapat dari sumber primer dan sumber sekunder 
yaitu : 
a. Sumber Data Primer yaitu data yang secara langsung berhubungan 
dengan sumber subjek penelitian.15 Yaitu pimpinan, karyawan dan 
dokumen yang berisi tentang perjanjian antara nasabah dengan 
pihak BMT dalam praktik akad mud}a>rabah. 
b. Sumber Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan 
kepustakaan. Data sekunder merupakan data pendukung proyek 
penelitian dan sebagai pelengkap data primer, karena data primer 
merupakan data praktik lapangan.16 Karena penelitian ini 
merupakan penelitian yang tidak terlepas dari kajian hukum Islam, 
maka penulis menempatkan sekunder data yang berkenaan dengan 
kajian-kajian tersebut sebagai sumber data sekunder. Adapun 
buku-buku atau literatur yang menjadi sumber data sekunder alam 
skrispsi ini meliputi : 
1) Muhammad Yazid Afandi, Fiqih Muamalah dan 
Implementasinya Dalam lembaga Keuangan Syariah. 
                                                          
15 Restu Kartiko Widi, Asas Metedologi Penelitian, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2010), 236. 
16 Andi Prastowo, Memahami Metode-Metode Penelitian (Yogyakarta: Ar-Ruz Media,2011), 33. 



































2) Muhammad Ridwan, Sistem dan Prosedur Pendirian BMT. 
3) Makhalul Ilmi SM, Teori & Praktik Lembaga Mikro 
Keuangan Syariah. 
4) Mardani, Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah. 
5) H.A.Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih. 
6) Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adilatuhu. 
7) Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah. 
8) Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori Ke 
Praktik. 
9) Mardalis, Metode Penelitian. 
10) Andi Prastowo, Memahami Metode-Metode Penelitian. 
5. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian yaitu penulis 
mengumpulkan data secara langsung dari lapangan yang berkaitan dengan 
permasalahan di atas. Dalam teknik pengumpulan data ini penuls 
menggunakan cara yaitu : 
a. Observasi, yaitu suatu penggalian data dengan cara mengamati, 
memperhatikan, mendengar dan mencatat terhadap peristiwa, 
keadaan, atau hal lain yang menjadi sumber data.17 Penulis 
melakukan pengamatan serta langsung ke lapangan untuk mengetahui 
praktik akad mudharabah di BMT Muda Surabaya. 
                                                          
17 Adi Riyanto, Metedologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Granit, 2004), 70. 



































b. Interview (wawancara), yaitu proses percakapan dengan maksud 
untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, 
motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan yaitu 
pewawancara dan narasumber. Oleh karena itu wawancara merupakan 
metode pengumpulan data yang amat terkenal, karena banyak 
digunakan di berbagai penelitian.18 
c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melihat 
atau mencatat suatu laporan yang telah tersedia. Dengan kata lain, 
proses penyampaiannya dilakukan melalui data tertulis yang memuat 
garis besar data yang akan dicari dan berkaitan dengan judul 
penelitian.19 
6. Teknik Pengolahan Data 
Setelah data berhasil dikumpulkan dari lapangan maupun penulisan, 
maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan tahapan-
tahapan sebagai berikut : 
a. Organizing adalah suatu proses yang sistematis dalam 
pengumpulan, pencatatan dan penyajian fakta untuk tujun 
penelitian.20 
b. Editing, adalah memeriksa kelengkapan, dan kesesuaian data. 
Teknik ini digunakan untuk memeriksa kelengkapan data-data yang 
sudah penulis dapatkan. 
                                                          
18 Burhan Bungin, Metedologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 
   143. 
19 Ahmad Tanzeh, Metedologi Penelitian Praktis (Yogyakarta: Teras, 2011), 94. 
20 Sonny Sumarsono, Metode Riset Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 89. 



































c. Analyzing, adalah menganalisa data-data yanng diperoleh dari 
sumber penelitian, dngan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, 
sehingga memperoleh gambaran dan kesimpulan. 
7. Teknik Pengolahan Data  
Untuk mempermudah penulisan penelitian ini maka penulis 
menggunakan teknik sebagai berikut : 
Metode analisis deskriptif, yaitu menguraikan dan menilai data hasil 
penelitian yang berkaitan dengan praktik akad mud}a>rabah pada pembiayaan 
pendidikan tersebut, kemudian dianalisis berdasarkan hukum Islam. 
Pola pikir induktif, yaitu pola pikir dari hasil penelitian lapangan di 
BMT Muda Surabaya yang bersifat khusus kemudian dianalisis secara umum 
menurut hukum Islam.  
J. Sistematika Pembahasan 
Untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai penyusunan 
penulisan hukum, maka penulis sertakan sistematika penulisan skripsi 
sebagai berikut: 
Laporan penelitian ini dimulai dengan bab pertama merupakan 
pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan 
masalah, identifikasi dan batasan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, 
kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan 
sistematika pembahasan. 



































Kemudian dilanjutkan dengan bab kedua merupakan landasan teori 
tentang mud}a>rabah dan mura>baha}h. Bab ini memuat tentang pengertian akad 
mud}a>rabah, landasan hukum mud}a>rabah, rukun dan syarat mud}a>rabah, jenis-
jenis mud}a>rabah, skema mud}a>rabah, prosedur pembiayaan mud}a>rabah  dan 
Fatwa DSN-MUI tentang mud}a>rabah. 
Bab ketiga adalah penyajian data yang memaparkan hasil penelitian 
yang telah dilakukan oleh peneliti tentang praktik akad mud}a>rabah di BMT 
Muda Surabaya, profil BMT Muda Surabaya, legalitas BMT Muda 
Surabaya, produk dan akad di BMT Muda Surabaya, profil nasabah, prosedur 
pengajuan pembiayaan akad, dan praktik pemberian akad mud}a>rabah. 
Selanjutnya bab keempat hasil analisis dan pembahasan yakni berisi 
tentang analisis hukum Islam terhadap praktik akad mud}a>rabah pada 
pembiayaan pendidikan di BMT Muda Surabaya. 
Skripsi ini diakhiri dengan bab kelima merupakan penutup dari 
pembahasan yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan selanjutnya 
dilengkapi dengan saran, dan penutup. 

































TEORI MUD}A>RABAH  DALAM HUKUM ISLAM 
A.  Pengertian Mud}a>rabah 
       Dalam arti bahasa Mud}a>rabah yaitu bepergian untuk urusan dagang. Dalam 
bahasa Arab dikatakan d}harb, artinya memukul atau berjalan. Pengertian 
memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan 
kakinya dalam menjalankan usaha.1 
        Mud}a>rabah juga disebut Qira}d yang berasal dari kata al-qardu yang berarti 
al-qat’u (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk 
diperdagangkan dan memperoleh keuntungan.2 Menurut etimologis, mud}a>rabah 
berarti ungkapan terhadap pemberian harta dari seseorang kepada orang lain 
sebagai modal usaha di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara 
mereka berdua dan bila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal. 
        Menurut Wahbah Zuhaili, Mud}a>rabah ialah akad yang di dalamnya pemilik 
modal memberikan modal (harta) pada ‘amil (pengelola) untuk mengelolanya, 
dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka 
sepakati.3   Sedangkan secara terminologis mud}a>rabah berarti sejumlah uang yang 
                                                          
1 Muhammad Yazid, Fiqh Mumalah Ekonomi Islam,( Surabaya: IMTIYAZ, 2017), 151. 
2 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah,(Jakarta: Rajawali Press, 2008), 135. 
3 Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu> Jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: 
   Gema Insani, 2011), 476. 



































diberikan seseorang kepada orang lain untuk modal usaha, apabila mendapat 
keuntungan maka dibagi dua yaitu, untuk pihak pemilik modal (s}a>h}ib al-ma>l) 
dengan pihak kedua (mud}a>rib), dengan persentase atau jumlah sesuai dengan 
kesepakatan. Sementara apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik 
modal.4 
 Mud}a>rabah dalam buku Islamic Financial Management dijelaskan bahwa 
mud}a>rabah adalah akad kerja sama antara pemilik dana (s}a>h}ib al-ma>l), yang 
menyediakan seluruh kebutuhan modal, dan pihak pengelola usaha (mud}a>rib) 
untuk melakukan kegiatan usaha. Dan keuntungan yangdiperoleh dibagi menurut 
nisbah yang disepakati.5 
  Menurut istilah, Mud}a>rabah yang dikemukakan oleh para ulama sebagai 
berikut:6 
a) Menurut para Fuqaha, mud}a>rabah ialah akad antara dua pihak saling 
menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain 
untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, 
seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. 
                                                          
4 Imam Mustofa, Fiqh Muamalah Kontemporer (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012),  
   195. 
5 Veitzal Rivai dan Andria Permata Veitzal, Islamc Financial Management: Teori Konsep, dan 
  Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan (Jakarta: Rajawali Pers,2008), 123. 
6 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 136-137. 



































b) Menurut Ulama Hanafiyah, mud}a>rabah adalah memandang tujuan dua pihak 
yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta 
diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.7 
c) Malikiyah berpendapat bahwa mud}a>rabah ialah akad perwakilan, di mana 
pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan 
dengan pembayaran yang ditentukan. 
d) Imam Hanabilah berpendapat bahwa mud}a>rabah ialah ibarat pemilik harta 
menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang 
dengan bagian dari keuntungan yang diketahui. 
e) Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa mud}a>rabah ialah akad yang 
menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk 
ditijarahkan. 
f) Sayyid Sabiq berpendapat bahwa mud}a>rabah ialah akad antara dua orang 
belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang yang 
diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan 
perjanjian. 
Menurut Pasal 20 ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 
mud}a>rabah adalah kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola modal untuk 
melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. 
                                                          
7 Dr. Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 196.  



































Berdasarkan pemaparan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa 
mud}a>rabah adalah suatu akad kerja sama antara dua pihak untuk menjalankan 
suatu usaha atau bisnis tertentu, di mana pihak satu sebagai pemilik modal  
(s}a>h}ib al-ma>l) kemudian pihak lainnya sebagai pelaksana usaha (mud}a>rib). 
Apabila terjadi kerugian maka yang menanggung seluruh kerugian adalah pihak 
pemilik modal, kecuali kerugian terjadi karena kelalaian pihak yang 
menjalankan usaha. Sementara apabila usaha tersebut mendapatkan 
keuntungan, maka dibagi sesuai kesepakatam di antara mereka.8 
 
B.  Dasar Hukum Mud}a>rabah 
 
a. Al-Qur’an 
1) QS. Al-Baqarah: 198 
 
 ََفأ اَذَِإف ْمُكِّبَر ْنِم لاْضَف اوُغ َتْب َت َْنأ ٌحَانُج ْمُكْيَلَع َسَْيل ْشَمْلا َدْنِع َهَّللا اوُرُْكذَاف ٍتَافَرَع ْنِم ْمُتْض اَمَك ُهوُرُْكذاَو ِمَارَْلْا ِرَع
  ْنِإَو ْمُكاَدَهينِّلا َّضلا َنِمَل ِهِلْب َق ْنِم ْمُتْنُك  َ  
   Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu 
Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada 
Allah di Masy`arilharam. Dan berzikirlah (dengan menyebut) 
Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan 
sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-
orang yang sesat.”.9 
 
2) QS. Al-Muzzammil: 20 
 ِهَّللا ِلْضَف ْنِم َنْوُغ َتْب َي ِضْرَْلْا ِفِ َنْو ُِبرْضَي َنْوُرَخَاَو 
                                                          
8 Imam Mustofa, Fiqih Mu’amalah Kontemporer (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 151. 
9 Mahmud Yunus, Terjemahan Al-Qur’an al Karim, (Bandung: Al-Ma’arif, 1990), 43. 



































     Artinya : “...........Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia 
Allah....” 10 
3) QS. Al-Jumu’ah : 10  
 
 ْضَف ْنِماْوُغ َت ْباَو ِضْرَْلْا فِاْوُرِشَت ْنَافُةوَلَّصلا ِتَيِضُقاَذَِاف ْف ُت ْمُكَّلَعَّلًار ْ يِثَك َهَّللااوُرُْكذاَو ِهَّللا ِل ْوُحِل َن  
Artinya : “Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah  
kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah 
Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. 
 
Ketiga ayat tersebut di atas, secara umum mengandung kebolehan akad 
mud}a>rabah, yang secara bekerjasama mencari rezeki yang ditebarkan Allah 
SWT di muka bumi. Dalam Islam akad mud}a>rabah dibolehkan, karena bertujuan 
untuk saling membantu antara s}a>h}ib al-ma>l dengan mud}a>rib.11 
Berdasarkan ayat-ayat di atas tidak secara langsung menjelaskan akad 
mud}a>rabah, hanya saja secara maknawi mengandung arti kegiatan ekonomi 
melalui mud}a>rabah. Dengan demikian, ayat-ayat tersebut bisa dijadikan 
landasan hukum akad mud}a>rabah. 
b. As-Sunnah 
1) Hadits riwayat Ibnu Majah : 
 ْنَع  َّلَص ِللها ُلْوُسَر َلَاق ِهِْيَبا ْنَع ِبْيَهُص ِنْب ِحِلاَص ٌثَلاَث َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُللها ى َّنِهْيِف  َبَْلا ُةََكر  
  ُعْي َبْلا  َلِا  ٍلَجَا  ُةَضَراَق
ُ
لماَو  َلاْخَاَو  ُط  ِّر ُبْلا  َّشلِاب ِْيِع  ِتْي َبِْلل  ِعْي َبِْلَللْ  
Artinya: Dari  Sholeh bin Suhaib, r.a dari bapaknya ia berkata, bahwa     
              Rasulullah SAW. Bersabda: Tiga hal yang di dalamnya terdapat 
keberkahan: jual beli secara tangguh, muqara>d}ah (mud}a>rabah), dan 
                                                          
10 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), 990. 
11 Saiful Jazil, Fiqih Mu’amalah, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 136. 



































mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan 
untuk dijual. (H.R. Ibnu Majah).12 
 
2) Hadits riwayat Imam Malik : 
 َع ِهِْيبَأ ْنَع ُنَمْحَرلأ ُدْبَع ْنِب ُءَلاُعَْلا ْنَع ْناًّفَع ْنِب ُناَمْثُع ْنَأ : ُه ُّدَج ْن ُهَاطْعَأ  َلاَم 
 ُه َن ْ ي َب ُحْبِّرَلا ْنَأ ىَلَع ِهْيِف ُلَمْع َي اًضاَرِقاَم  
Artinya : Dari ‘Ala bin Abdurrahman dari ayahnya dari kakeknya 
 bahwa ‘Utsman bin ‘Affan memberinya harta dengan cara   
 qira}d yang dikelolanya, dengan ketentuan keuntungan dibagi 
 di antara mereka berdua. (H.R. Imam Malik). 
 
c. Ijma’ 
Mud}a>rabah juga disyariatkan berdasarkan ijma’ sahabat. Ulama juga tidak 
ada yang mengingkari mengenai diperbolehkan mud}a>rabah, dalam hal ini 
Ibnu Mundzir mengatakan : 
  ُلَْها َعَْجَْاَو ىَلَع ِمْلِعلا  ِةَلْمُلجا ِفِ َِةبَراَضُ
لما ِزاَوَج  
“Ulama bersepakat mengenai diperbolehkannya mud}a>rabah”13 
 
d. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI 
Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, yang 
ditetapkan pada tanggal 04 April 2000 tentang Mud}a>rabah. 
 
C. Hikmah Disyariatkannya Mud}a>rabah 
Mud}a>rabah disyariatkan dan dibolehkan dalam Islam untuk 
mempermudah manusia. Sebab, kadang sebagian orang mempunyai modal tapi 
tidak bisa mengembangkan modal yang ada, sementara yang lain tidak punya 
                                                          
12 Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Jilid II, Hadis No. 2280. 
13 Saiful Jazil, Fiqih Mu’amalah, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 138. 



































modal tapi memiliki kemampuan untuk mengembangkan harta. Karena itu, Allah 
SWT membolehkan muamalah ini agar masing-masing dari keduanya saling 
mendapatkan manfaat.14 
Hikmah disyariatkannya mud}a>rabah ini adalah sangat membantu manusia 
dalam bekerja sama untuk mengembangkan modal secara suka sama suka sesuai 
dengan ketentuan syariat. Tidak ada pihak yang dizalimi dan dijalankan secara 
jujur dan tanggung jawab. Pihak yang mempunyai modal dapat membantu pihak 
lain yang mempunyai kemampuan dan kemauan untuk mengembangkan usaha. 
Artinya manusia membutuhkan akad mud}a>rabah sebagai pegangan untuk 
menjalankan usaha yang halal. 
 
D.  Rukun Mud}a>rabah 
Rukun merupakan suatu yang harus ada, tanpa adanya rukun maka tidak 
akan dibilang sah.15 Adapun pelaksanaan akad mud}a>rabah harus memenuhi 
sejumlah rukun, antara lain: 
1. Adanya pihak yang melakukan akad, yaitu pihak pemilik modal (s}a>h}ib al-
ma>l) dan pengelola modal (mud}a>rib).16Adapun syarat pihak yang berakad:  
a. Cakap menurut hukum 
                                                          
14 Sulaiman Al-Faifi, Ringkasan Fiqih Sunnah, Terj. Achmad Zaeni Dachlan, ( Depok: Senja 
    Media Utama, 2017), 637.  
15 Gemala Dewi dkk, Hukum Perikatan Islam Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), 49-50. 
16 Ascarya, Akad dan Produk Perbankan Syariah, (Jakarta: Rajawali Press,2013), 82. 



































b. Ahli dalam mewakilkan dan menjadi wakil 
2. Objek akad, berupa modal (al-ma>l). Modal ialah sejumlah uang atau aset 
yang diberikan oleh penyedia dana kepada mud}a>rib untuk tujuan usaha. 
Adapun syarat yang berhubungan dengan modal adalah sebagai berikut: 
a. Modal harus berbentuk uang. Maka tidak boleh melakukan mud}a>rabah 
dengan modal berbentuk barang, baik harta bergerak maupun tidak 
bergerak. Dalil jumhur ulama adalah bahwa jika modal berbentuk 
barang maka ia mengandung unsur penipuan (gha}rar), karena 
mud}a>rabah ketika itu menyebabkan adanya keuntungan yang tidak 
jelas waktu pembagian.17 
b. Modal harus diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, jika besar 
modal tidak diketahui maka mud}a>rabah itu tidak sah. Karena 
ketidakjelasan terhadap modal. 
c. Modal harus tunai bukan berbentuk utang. mud}a>rabah tidak sah dengan 
utang dan modal yang tidak ada. 
d. Modal diserahkan sepenuhnya kepada pengelola modal atau pekerja.18 
3.   Kerja (‘amal), adapun syarat kerja adalah sebagai berikut: 
a. Pekerjaan harus berbentuk perdagangan. Maksudnya adalah pekerjaan 
yang bisa mendatangkan keuntungan. 
                                                          
17 Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu> Jilid 5, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: 
   Gema Insani, 2011), 482-487. 
18 Enang Hidayat, Transaksi Ekonomi Syariah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 163. 



































b. Pihak pemilik modal tidak mempersulit pihak pengelola modal dalam 
melakukan perdagangannya. 
4. Keuntungan (Ribh) adalah jumlah yang di dapatkan sebagai kelebihan dari 
modal. syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi : 
a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan 
hanya untuk satu pihak. 
b. Pembagian keuntungan harus jelas seperti bagian setengah, sepertiga, 
seperempat, sesuai kesepakatan bersama pada waktu akad. 
c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mud}a>rabah, 
dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali 
diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran 
kesepakatan. 
5. Ija>b dan Qabu>l (S{igat), Penyertaan ija>b dan qabu>l harus dinyatakan oleh 
para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan akad 
dengan memperhatikan hal-hal berikut : 
a. Penawaran dan penerimaan harus secara ekspilit menunjukkan tujuan 
akad. 
b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. 
c. Akad dituangkan secara tertulis, atau dengan menggunakan cara-cara 
komunikasi modern. 
 



































E. Syarat Mud}a>rabah 
        Syarat-syarat sah mud}a>rabah berhubungan dengan rukun-rukun mud}a>rabah 
itu sendiri. Syarat-syarat sah mud}a>rabah adalah sebagai berikut: 
1) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai.19 
2) Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasaruf.20 
3) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang 
diperdagangkan dan laba. 
4) Modal harus berupa uang yang masih berlaku, yaitu dinar dan dirham dan 
sejenisnya.maka tidak boleh melakukan mud}a>rabah dengan modal berbentuk 
barang, baik harta bergerak maupun tidak bergerak. Dalil jumhur ulama 
adalah bahwa jika modal berbentuk barang maka ia mengandung penipuan 
(gharar), karena mud}a>rabah ketika itu menyebabkan adanya keuntungan yang 
tidak jelas waktu pembagian.21 
5) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus 
jelas persentasenya. 
6) Melafadzkan ijab dari pemilik modal. misalkan aku serahkan uang ini 
kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua, dan qabul dari 
pengelola. 
                                                          
19 Helmi Karim, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 15. 
20 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 197. 
21 Wahbah Zuhaili, Terjemahan Fiqh Islam Wa Adilatuhu> jilid 5 Terj. Abdul Hayyie al-Kattani  
    (Jakarta:Gema Insani, 2011), 487. 



































7) Mud}a>rabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta 
untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang 
tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak terkena 
persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad mud}a>rabah, 
yaitu keuntungan.22 
Menurut  Pasal 231 KHES, syarat mud}a>rabah, adalah: 
a. Pemilik modal wajib menyerahkan dana atau barang yamg berharga 
kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha. 
b. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati. 
c. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.23 
       Persyaratan yang terkait dengan keuntungan atau laba dalam akad 
mud}a>rabah adalah sebagai berikut : 
1) Keuntungan merupakan bagian dari milik bersama (musyaa’), yaitu 
dengan rasio persepuluh atau bagian dari keuntungan, sperti jika 
keduanya sepakat dengan sepertiga, atau seperempat, atau setengah. 
Ibnu Mundzir berkata, “Semua ulama yang kami tahu telah sepakat 
bahwa qira}d batal jika salah seorang pelaku akad atau keduanya 
mensyaratkan bagi dirinya sejumlah dirham tertentu. 24 
                                                          
22 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 140. 
23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II tentang Akad, Pasal 231. 
24 Wahbah Zuhaili, Terjemahan Fiqh Islam Wa Adilatuhu> jilid 5 Terj. Abdul Hayyie al-Kattani  
    (Jakarta:Gema Insani, 2011), 488. 



































2) Sebagai tambahan untuk syarat pada poin satu di atas, disyaratkan 
juga bahwa persentase pembagian hasil dihitung hanya dari 
keuntungan, tidak termasuk modal. 
3) Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah 
modal yang diberikan s}a>h}ib al-ma>l. Penghitungan bagi hasil harus 
beradasrkan keuntungan yang didapat. 
 
F. Jenis-Jenis Mud}a>rabah 
Secara umum, mud}a>rabah terbagi menjadi tiga jenis, antara lain :25 
a. Mud}a>rabah Mut}laqah 
Transaksi Mud}a>rabah mut}laqah adalah bentuk kerjasama s}a>h}ib al-ma>l dan 
mud}a>rib yang cakupannya sangat luas tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis 
usaha, waktu dan daerah bisnis. 
Dalam Mud}a>rabah Mut}laqah, mud}a>rib bebas mengelola modal itu dengan 
usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan 
didaerah mana saja yang ia inginkan.26 
b. Mud}a>rabah Muqayyadah  
                                                          
25 M. Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Praktik Ke Teori, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 150 
26 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 179. 



































Transaksi Mud}a>rabah muqayyadah adalah bentuk kerjasama antara s}a>h}ib 
al-ma>l dan mud}a>rib, dimana mud}a>rib dibatasi dengan jenis usaha, waktu dan 
tempat usaha. 
Dalam Mud}a>rabah Muqayyadah, mud}a>rib tidak bebas menggunakan 
modal tersebut menurut kehendaknya, tetapi harus memenuhi syarat-syarat 
yang ditentukan oleh s}a>h}ib al-ma>l. 
c. Mud}a>rabah Musytara>kah 
Mud}a>rabah Musytara>kah adalah mud}a>rabah dimana pengelola dana 
menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Di awal kerja 
sama, aka yang disepakati adalah akad mud}a>rabah dengan modal 100% dari 
pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan 
tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana. Pengelola dana ikut 
menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis mud}a>rabah ini disebut 
mud}a>rabah musytara>kah merupakan perpaduan antara akad mud}a>rabah dan 
musyarakah.27 
 
G.  Manfaat Mud}a>rabah 
Mud}a>rabah lebih memiliki manfaat bagi pemilik modal maupun pengelola 
terdapat beberapa manfaat, diantaranya : 
                                                          
27 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad  
   Mud}a>rabah Musytara>kah. 



































1) Lembaga keuangan syariah akan menikmati peningkatan bagi hasil pada 
saat keuntungan usaha anggota meningkat. 
2) Lembaga keuangan syariah tidak berkewajiban membayar bagi hasil 
kepada anggota pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan 
pendapatan atau hasil usaha LKS sehingga, lembaga keuangan syariah 
tidak akan pernah mengalami kerugian. 
3) Pengembalian pokok disesuaikan dengan arus kas usaha anggota sehingga 
tidak memberatkan anggota. 
4) Lembaga keuangan syariah akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha 
yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang 
konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. 
5) Prinsip bagi hasil dalam mud}a>rabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap 
di mana LKS akan menagih penerima pembiayaan (anggota) suatu jumlah 
bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilakan anggota, sekali pun 
merugi dan terjadi krisis ekonomi.28 
 
H.  Risiko Mud}a>rabah 
a. Side streaming, anggota dengan menggunakan dana itu bukan seperti yang 
disebut dalam kontrak. 
b. Lalai dan kesalahan yang disengaja. 
                                                          
28 Muhammad Yazid, Fiqh Mumalah Ekonomi Islam,( Surabaya: IMTIYAZ, 2017), 157. 



































c. Penyembunyian keuntungan oleh anggota, bila anggotanya tidak jujur.29 
I. Berakhirnya Akad Mud}a>rabah 
       Wahbah Zuhaili menjelaskan sebab-sebab yang membuat berakhrinya akad 
mud}a>rabah, antara lain : 
1. Dalam hal mud}a>rabah tersebut dibatasi waktunya, maka mud}a>rabah berakhir 
pada waktu yang telah ditentukan. 
2. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri. 
3. Salah satu pihak meninggal dunia. 
4. Kehilangan kecakapan hukum dalam bertindak dari kedua belah pihak, seperti: 
hilang akal karena gila, pingsan, idiot, dan inyatakan berada di bawah 
pengampuan. 
5. Akad mud}a>rabah batal ketika s}a>h}ib al-ma>l atau mud}a>rib murtad. Kemudian 
meninggal dunia atau dihukum mati karena murtadnya, atau ia pindah keluar 
negeri. 
6. Akad mud}a>rabah menjadi batal karena modal berkurang atau habis.30 
 
J. Pembatalan Mud}a>rabah 
Akad mud}a>rabah batal karena disebabkan beberapa hal berikut : 
a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat sah mud}a>rabah. 
                                                          
29 Ibid.159. 
30 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 217-218. 



































b. Pihak pekerja melalaikan atau tidak peduli dalam berniaga dan menjaga 
modal, atau melakukan tindakan yang menyalahi tujuan akad mud}a>rabah. 
Pada kondisi tersebut, akad mud}a>rabah menjadi batal dan pihak pekerja 
bertanggung jawab atas kerugian modal karena ia merupakan penyebab 
kerugian.31 
c. Salah seorang yang melaksanakan perjanjian meninggal dunia. 
d. Apabila pemilik saham murtad (keluar dari Islam) atau terbunuh dalam 
keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh 
hakim atas pebelotannya, menurut Imam Abu Hanifah hal itu membatalkan 
mud}a>rabah sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati. Hal itu 
menghilangkan keahlihan dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta 
orang murtad dibagikan ahli warisnya. Menurut penulis, jika orang yang 
punya saham murtad tetap akad perjanjiannya tidak batal, karena Nabi 
Muhammad saw. Sendiri pernah melakukan kerjasama dengan penduduk 
Khaibar yang berbeda agama.32 
                                                          
31 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 4 (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006), 220. 
32 Abu Azam Al-Hadi, Fiqih Muamalah Kontemporer (Surabaya: UINSA Press, 2014), 8. 


































PRAKTIK AKAD MUD}A>RABAH PADA PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI 
BMT MUDA SURABAYA 
 
A. Gambaran Umum BMT Muda Surabaya 
1. Profil BMT Muda Surabaya 
Nama Lembaga : Baitul Ma>l Wa Tamwi>l (BMT) Mandiri  Ukhuwah  
Persada  (MUDA) Surabaya 
Alamat : Kedinding Lor Gg. Tanjung No.49 Surabaya 
Badan Hukum : P2T/10/09.01/01/V/2012 
Ijin USP : P2T/13/09.06/V/2012 
2. Sejarah Pendirian BMT Muda 
Gagasan pendirian BMT Muda diawali dari ide salah seorang alumnus 
Master of Economics International Islamic University Malaysia (IIUM), 
yakni Sdri. Shochrul Rohmatul Ajija. Dengan mengajak beberapa kolega 
yang sama-sama alumni Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Airlangga, yakni Sdr. Suhardianti Endi Akhsani (Onish) dan 
Yusifa Nur Aulia, akhirnya mereka bisa merumuskan pendirian sebuah 
BMT dengan nama Mandiri Ukhuwah Persada atau yang disingkat dengan 
BMT MUDA. Semangat yang pantang surut mendorong ketiga perempuan 
tersebut berhasil meyakinkan para pendiri awal. Bahkan, Sdri. Yusifa Nur 
Aulia sendiri pada waktu itu tengah hamil tua, sehingga meski dengan 


































tengah-tengah beliau mampu turut serta mencetuskan lahirnya BMT Muda 
ini. 
Desember 2011 menjadi bulan bersejarah bagi rintisan pendirian BMT 
Muda. Pada waktu itu telah mampu terhimpun 48 pendiri BMT Muda 
dengan skala Jawa Timur, yakni 20 pendiri dengan KTP Kota Surabaya, 20 
pendiri dengan KTP Kabupaten/Kota Mojokerto, dan 8 pendiri dengan 
KTP di luar Surabaya maupun Mojokerto. Dengan berkumpulnya 48 
pendiri tersebut, mereka sepakat untuk segera mengadakan grand launching 
pada tanggal 7 Januari 2012 sebagi awal kegiatan pra operasional BMT. 
Bapak H. Karjadi Mintaroem, selaku pembina BMT Muda yang 
meresmikan dibukanya operasional BMT Muda yang diselenggarakan di 
depan kantor BMT Muda, Jl. Kedinding Lor Gang Tanjung 49 Surabaya. 
Tangis, haru, khidmat, semangat, dan rasa syukur Nampak menyelimuti 
perasaan para pendiri BMT. Motto BMT Muda, yakni “Berdaya, Mandiri, 
Sejahtera” semakin memantapkan para pendiri, bahwa dengan ijin Allah 
mereka memulai kiprah dari langkah kecil untuk membangun negeri ini. 
Dengan semangat yang terus menyala dan rasa saling berkorban yang 
tinggi demi tercapainya visi bersama, BMT Muda mampu terus melejit hari 
demi hari. H. Sunoyo, S.Sos, salah seorang pendiri sekaligus paman dari 
Ketua BMT Muda yakni, Sdri. Shochrul Rohmatul Ajija, akhirnya tidak 
tanggung-tanggung menunjukkan komitmennya dalam membesarkan 
wajihah dakwah ini. Beliau pun keluar dari pekerjaannya di pasar keuangan 


































dan merintis perjuangan di BMT Muda. Semua kemampuan beliau 
kerahkan, termasuk tenaga, harta, waktu, dan keluarga. 
Di tangan beliau selaku manajer utama, BMT Muda mampu melejit 
diluar perkiraan awal. Badan Hukum Koperasi BMT Muda skala Jatim 
telah didapat pada bulan Mei 2012. Lebih dari itu, BMT Muda secara 
keuangan juga mampu menembus angka 500 juta pada kisaran bulan 
tersebut. Dan hal yang fantastis adalah beliau mampu memberikan 
pendampingan bagi para UMKM yang bergabung dengan BMT Muda. 
Pendampingan yang diberikan tidak hanya berupa dana pembiayaan, namun 
juga dari sisi manajerial usaha dan spiritual para pengusaha mikro. 
Mei 2012, BMT Muda berhasil menjalin kerjasama dengan Bank 
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto. Selain itu, Juni 2012, 
BMT Muda pun mendapat tawaran dari PT. Jamsostek Persero cabang 
Karimunjawa Surabaya untuk dana kemitraan UMKM yang sebelumnya 
gagal dilaksanakan untuk BMT yang lain. Awalnya Ketua BMT Muda 
merasa ragu untuk menerima tawaran tersebut, terlebih PT. Jamsostek 
adalah perusahaan milik negara yang masih dikelola secara konvensional. 
Sementara itu, BMT Muda adalah lembaga keuangan mikro yang 
komitmen dengan syariah. Dalam memutuskan hal ini, Ketua BMT Muda 
pun meminta saran dan pertimbangan dari beberapa pihak yang lebih 
mengerti tentang syariah, termasuk ke salah satu pengurus Ikatan Ahli 
Ekonomi Islam (IAEI) Pusat. 


































Pertimbangan dalam menerima kerjasama ini adalah asas kemaslahatan 
(maqasid syariah). Hal ini dikarenakan, dana kemitraan dari PT. Jamsostek 
tersebut adalah digunakan untuk merangkul para pengusaha mikro yang 
sering terbelit hutang dengan rentenir. Selain itu, dengan adanya program 
kemitraan ini, para UMKM tersebut juga mendapat perlindungan jaminan 
sosial berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Selama ini, 
masyarakat menganggap PT. Jamsostek hanya bisa dimanfaatkan oleh para 
karyawan yang bekerja di pabrik-pabrik atau usaha formal lainnya. 
Sementara itu, bagi mereka yang bekerja di sektor informal seperti tukang 
becak, pedagang rombeng, penjual rujak, petani, maupun nelayan, tidak 
berhak untuk mendapat layanan ini. Padahal PT. Jamsostek sebenarnya 
telah mempunyai program untuk pengusaha informal yang digolongkan 
dalam kelompok tenaga kerja di luar hubungan kerja (TK LHK). 
Dengan terjalinnya kerjasama antara BMT Muda dengan PT. Jamsostek 
Karimunjawa Surabaya yang diikuti dengan cabang Darmo dan Perak, kini 
BMT Muda mampu membina kurang lebih 600 UMKM. Para pengusaha 
informal pun semakin terbantu dengan adanya layanan kesehatan dari PT. 
Jamsostek. Usaha mereka juga semakin besar karena adanya dana 
kemitraan dan pendampingan. Dan senyum khas mereka semakin menjadi 
motivasi kami untuk terus mengepakkan sayap BMT Muda Surabaya.51 
 
 
                                                          
51 Profil BMT Muda Surabaya Tahun 2012 


































3. Visi dan Misi BMT Muda Surabaya 
VISI: “Menjadi BMT terkemuka, professional dan dapat memberikan 
kemaslahatan bagi masyarakat kota Surabaya pada khusunya dan 
Jawa Timur pada umumnya”. 
MISI: Untuk mencapai visi tersebut di atas maka misi BMT “Mandiri  
       Ukhuwah Persada” adalah: 
a. Memberikan pelayanan jasa koperasi yang berbasis syariah, 
professional, amanah, dan akuntabel. 
b. Memberdayakan ekonomi kerakyatan yang dapat memberikan 
kemaslahatan bagi umat. 
c. Meningkatkan kualitas pegawai yang professional dan mengerti 
sepenuhnya aspek-aspek BMT. 
d. Memberdayakan jaringan mahasiswa muslim di kota Surabaya 
pada khusunya dan Indonesia pada umumnya. 
e. Meningkatkan kinerja BMT dengan sistem yang berbasis 
teknologi informasi. 
f. Menjunjung konsisten dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip 
syariah di operasional BMT. 
 
4. Struktur Organisasi BMT Muda Surabaya 
a. Pengawas  
1) Pembina    : Drs.H.Karjadi Mintaroem, Ec, MS. 
2) Pengawas Manajemen  : Rahmat Heru Setianto, S.E. 


































3) Pengawas Syariah  : Ahmad Hudaifah, S.E, M.sc. 
b. Pengurus 
1) Ketua    : Shochrul Rohmatul Ajija, SE., 
M.sc 
2) Sekretaris   : Sudarti, SE 
3) Bendahara   : Okta Shindu Hartadinata, SE., 
  AK.,M.si 
c. Pengelola 
1) Manajer   : H. Sunoyo, S.Sos, Apr. 
2) Teller    : Istikharoh, S.E. 
3) Account Officer  : Mochammad Ichsan 
 
5. Produk-Produk BMT Muda Surabaya 
Produk dan layanan diperuntukkan bagi yang mengutamakan prinsip 
syariah disertai dengan kenyamanan, keamanan, keleluasaan, dan kemudahan 
bertransaksi. Berbagai produk BMT Muda adalah : 
a. Unit Usaha Riil, yang meliputi : 
1) Unit usaha pembayaran listrik dan PDAM serta pengisian pulsa 
token. 
2) Unit usaha catering : melayani pesan prasmanan untuk semiar, 
walimah, tasyakuran dan lain-lain. Melayani pesananan aqiqah, 
nasi kotak, tumpeng, jajanan pasar, maupun kue untuk hajatan. 
b. Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS), yang meliputi : 



































a. Si Muda Qurban 
Tabungan Si Muda Qurban adalah simpanan yang 
diperuntukkan untuk keperluan pembelian hewan qurban. 
Penarikan dilakukan satu kali menjelang ibadah qurban. Simpanan 
ini menggunakan prinsip mud}a>rabah muthlaqah sehingga akan 
mendapatkan bagi hasil setiap bulan sesuai dengan nisbah 20% 
(mitra) : 80% (BMT). 
Syarat dan ketentuan sebagai berikut : 
1. Harga hewan qurban standart Si Muda Qurban ditetapkan 
maksimal H-3 penyembelihan akan diinformasikan kepada 
penyimpanan. 
2. Jika H-30 penyembelihan, nilai rekening Si Muda Qurban 
belum memenuhi harga standart Si Muda Qurban, maka 
penyimpan dapat segera memenuhinya dalam jangka waktu 
maksimal H-15 penyembelihan. 
3. Si Muda Qurban pada saat penyembelihan diwujudkan berupa 
fisik hewan (kambing/sapi) dan didistribusikan sesuai 
permintaan penyimpan (Surabaya dan Mojokerto) atau boleh 
BMT Muda atas persetujuan penyimpan. 
4. Si Muda Qurban kambing berlaku untuk 1 orang dan Si Muda 
Qurban sapi ditabungkan secara kolektif untuk 7 orang. 


































5. Si Muda Qurban ditabungkan secara rutin bulanan menurut 
jangka waktu sesuai pilihan. 
Setoran Si Muda Qurban : 
1. Kambing  
a. Jangka 10x = @ Rp 110.000,-/bulan 
b. Jangka 20x = @ Rp 50.000,-/bulan 
2. Sapi  
a. Jangka 10x = @ Rp 800.000,-/bulan 
b. Jangka 20x = @ Rp 400.000,-/bulan 
Cara Buka Simpanan : 
1. Foto copy KTP/SIM 
2. Mengisi formulir calon anggota BMT MUDA 
3. Mengisi formulir pembukaan rekening 
4. Biaya administrasi Buka Rekening Rp 5.000,- 
b.  Tabungan Idul Fitri 
Si Dafit adalah simpanan dana dengan akad wadiah yad}a> 
d}a>manah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hari raya 
idul fitri. 
Syarat dan Ketentuan : 
1. Foto copy KTP/SIM 
2. Mengisi formulir calon anggota BMT Muda Surabaya 
3. Mengisi formulir pembukaan rekening 
4. Setoran awal minimal Rp 25.000,-  




































c. Tabungan Pelajar 
Tabungan pelajar Sidik Muda adalah bentuk simpanan yang 
alokasi dananya diperuntukkan untuk dana pendidikan bagi 
putra-putri mitra. Penarikan dapat dilakukan dua kali dalam satu 
tahun, yakni pada saat ajaran baru dan pergantian semester. 
Simpanan pendidikan Sidik Muda ini dilakukan dengan sistem 
mud}a>rabah mutlaqah. 
Syarat dan Ketentuan : 
1. Foto copy KTP/SIM yang masih berlaku 
2. Mengisi formulir calon anggota BMT Muda 
3. Mengisi formulir pembukaan tabungan Sidik Muda 
4. Setoran awal minimal Rp 5.000,-. 
5. Administrasi buka rekening Rp 5.000,- (administrasi buka 
rekening tabungan ini dilakukan hanya sekali). 
6. Bebas biaya tutup rekening. 
d. Tabungan Umrah 
Tabungan Umrah Muda adalah simpanan dana yang 
dipersiapkan untuk biaya pelaksanaan ibadah Umrah dengan 
menggunakan akad wadiah yadh dhamanah. Tabungan wadiah 
yadh dhamanah adalah tabungan yang dijamin dimana tabungan 
yang selama belum dikembalikan kepada penabung dapat 


































dimanfaatkan oleh BMT. Apabila dari hasil pemanfaatan 
tersebut diperoleh keuntungan, maka seluruhnya menjadi hak 
BMT.  
Syarat dan Ketentuan : 
1. Foto copy KTP/SIM yang masih berlaku. 
2. Mengisi formulir calon anggota BMT Muda. 
3. Mengisi formulir pembukuan tabungan Umrah Muda. 
4. Setoran awal minimal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).  
5. Setoran berikutnya sesuai dengan ketetapan perencanaan 
keberangkatan. 
6. Ketentuan keberangkatan adalah Rabiul Awal, bulan rajab 
dan akhir bulan Sya’ban. 
7. Perencanaan keberangkatan minimal 6 (enam) bulan dan 
maksimal 36 (tiga puluh enam) bulan. Setoran dapat 
dilakukan setiap bulan.  
8. Tabungan hanya boleh dicairkan untuk keperluan 
keberangkatan ibadah Umrah kecuali karena udzur syar’i. 
9. Administrasi pembukuan tabungan sebesar Rp 5.000,- 
e. Deposito Muda 
Simpanan ini berdasarkan akad mud}a>rabah dan bisa ditarik 
berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati, yaitu 3 bulan, 
6 bulan, 9 bulan dan 12 bulan.  
Syarat dan Ketentuan :  


































1. Foto copy KTP/SIM yang masih berlaku  
2. Mengisi formulir calon anggota BMT Muda Surabaya 
3. Mengisi formulir pembukuan Deposito Muda 
4. Setoran minimal Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)  
5. Biaya administtrasi  buka rekening Rp 5.000,-  
 
2)  Pembiayaan 
a. Mud}a>rabah (Bagi Hasil) adalah pembiayaan modal kerja 
sepenuhnya oleh BMT, sedangkan nasabah menyediakan 
usaha dan manajemennya. Hasil keuntungan akan dibagikan 
sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan 
hasil. 
b. Mura>bah}ah (Jual Beli) adalah pembiayaan atas dasar jual beli 
dimana harga jual didasarkan atas harga asal yang diketahui 
bersama ditambah keuntungan bagi BMT. Keuntungan 
adalah selisih harga jual dengan harga asal yang disepakati 
bersama. 
c. Qardul Hasan adalah penyediaan dana pinjaman berdasarkan 
kesepakatan antara BMT dan Mitra peminjam yang 
mewajibkan mitra peminjam melunasi hutangnya setelah 
jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. Dalam sistem ini, 
peminjam diperkenankan memberi imbalan kepada BMT 
tanpa dipersyaratkan sebelumnya oleh BMT. 




































d. Baitul Ma>l 
a) Penghimpunan Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf 
(ZISWAF) 
b) Penyaluran (ZISWAF) untuk beasiswa, sumbangan 
kemanusiaan, sumbangan lembaga keagamaan dan sosial 
keagamaan.52 
 
6. Operasional BMT Muda Surabaya 
Mekanisme kerja dari BMT “Mandiri Ukhuwah Persada” pada prisipnya 
sama dengan bank syariah dimana BMT “Mandiri Ukhuwah Persada” juga 
menerapkan sistem perhimpunan dana dari masyarakat (baik dana sosial 
maupun bisnis), serata menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan 
atau pinjaman sosial yang membedakannya dengan bank syariah dalam hal 
ini adalah pangsa pasar yang lebih kecil, yaitu seputar wilayah kota 
Surabaya khususnya bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke 
bawah.  
Sistem funding yang diterapkan oleh BMT “Mandiri Ukhuwah Persada” 
berdasarkan pada akad syar’i seperti mud}a>rabah dan wadi’ah dalam produk 
tabungan, deposito maupun wadiah amanah. Dana tersebut kemudian 
dikumpulkan menjadi satu (pool of fund), untuk kemudian disalurkan ke 
dalam pembiayaan produktif mupun konsumtif. Hal diatas kecuali dana 
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sosial (ZIS) yang dikhususkan penyaluranya kepada yang berhak, sebagai 
pinjamin produktif tanpa mark up keuntungan bagi  BMT. 
Pada financing, BMT “Mandiri Ukhuwah Persada” menyalurkan dana 
pihak ketiga kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan modal 
kerja, maupun untuk urusan konsumsi. Pemberian pinjaman di BMT Muda 
menerapkan tiga jenis akad mud}a>rabah, mura>bah}ah dan musya>rakah. 
Sebagai organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh 
sekelompok masyarakat secara swadaya, Koperasi Baitul Ma>l Wa Tamwi>l 
“Mandiri Ukhuwah Persada” atau yang lebih dikenal dengan BMT Muda 
Surabaya menjadi wadah yang cukup ampuh untuk secara bersama-sama 
meningkat harkat hidup masyarakat kecil. Dalam perjalanan sejak 2 Januari 
2012, BMT Muda telah secara aktif dan bahu membahu menjalankan 
beberapa program. Diantaranya adalah :  
a. Menjalankan usaha jasa keuangan syariah kepada para anggota dengan 
berbagai latar belakangan bidang pekerjaan, seperti pedagang sayur, 
pedagang asongan, penjahit, petani, industri krupuk, pengrajin sepatu dan 
usaha-usaha informal lainnya.  
b. Membuka bisnis catering dengan mengoptimalkan peran ibu-ibu PKK 
yang ada di gang Tanjung, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Surabaya. 
c. Membuka layanan pembayaran listrik, PDAM dan pulsa elektrik.  
d. Menjalankan bisnis “printing” di Jl. Gubeng jaya Gg VIII dengan 
memberdayakan potensi beberapa mahasiswa Universitas Airlangga yang 
ada di kampus B.  


































e. Merintis pembukaan Taman Baca Muda gratis untuk masyrakat di daerah 
sekitar kantor BMT Muda, yakni di Jl. Kedinding Lor Gg tanjung No.49 
Surabaya.  
Optimalisasi peran BMT Muda diharapkan mampu memberikan solusi 
atas permasalahan kronis yang hingga saat ini masih belum terselesaikan di 
Indonesia, yakni kemiskinan. Dengan berbekal sumber daya yang handal, 
dimana pengurus BMT Muda Surabaya adalah para pengajar Fakultas 
Ekonomi Universitas Airlangga yang memang peduli dengan “Wong Cilik” 
dan mantan aktifis kampus yang cukup berpengalaman dan jangkauan 
wilayah kerja yang cukup luas, yakni Propinsi Jawa Timur, kami yakin 
BMT Muda mampu berkiprah dalam pengentas kemiskinan di Provinsi ini. 
 
B.  Prosedur Pembiayaan Akad Mud}a>rabah Di BMT Muda Surabaya 
1. Tahap Pengajuan Permohonan Pembiayaan 
Pada tahap pengajuan pembiayaan, calon nasabah yang ingin 
mendapatkan pembiayaan harus datang ke BMT Muda Surabaya untuk 
melakukan pengajuan pembiayaan Mud}a>rabah. Proses yang harus dilakukan 
adalah : 
a) Nasabah datang ke BMT Muda bagian AO (accounting officer) untuk 
mendapatkan formulir surat keterangan permohonan pembiayaan 
Mud}a>rabah. 
b) Pihak AO (accounting officer) memberikan petunjuk-petunjuk 
pengisian formulir keterangan permohonan pembiayaan. 


































c) Nasabah mengisi formulir keterangan permohonan pembiayaan yang 
telah di sediakan oleh BMT disertai dengan melampirkan syarat 
kelengkapan.Ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk 
mengajukan permohonan pembiayaan, yaitu mengisi formulir 
permohonan pembiayaan dengan melampirkan : 
2. Persyaratan 
a)  Fotocopy KTP suami/istri 
b) Fotocopy Buku Nikah 
c) Fotocopy Kartu Keluarga 
d) Fotocopy Agunan 
e) Pas Foto berwarna 4x6 suami/istri 2 lembar53 
3. Prosedur 
Tahapan atau prosedur pengajuan pembiayaan mud}a>rabah di BMT 
Muda Surabaya : 
a) Calon nasabah/mitra pembiayaan harus menjadi mitra/nasabah di BMT 
Muda dengan membuka rekening tabungan awal dengan pembukuan 
rekening tabungan dengan membayar Rp. 25.000-. Dengan rincian 
masing-masing Rp. 10.000 untuk simpanan pokok dan Rp. 10.000 
simpanan wajib, serta Rp. 5000 untuk biaya administrasi pembukaan 
rekening awal. 
b) Setelah menjadi nasabah/mitra BMT Muda Surabaya langkah 
selanjutnya adalah mengisi formulir permohonan pengajuan 
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pembiayaan dengan identitas lengkap nasabah. Serta melampirkan 
persyaratan-persyaratan yang telah disebutkan diatas. 
c) Selanjutnya nasabah/mitra masuk daftar antrian untuk mendapatkan 
pembiayaan Mud}a>rabah. 
d) Selanjutnya Customer Service dan Account Officer BMT Muda 
Surabaya melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas. 
a. Jika berkas belum lengkap maka BMT Muda Surabaya 
mempersilahkan mitra untuk melengkapinya terlebih dahulu. 
b. Jika berkas yang disertakan lengkap dan sesuai persyaratan maka 
tim BMT Muda Surabaya melakukan survey kepada mitra. 
e)  Account Officer (AO) melakukan survey kepada mitra dengan 
melakukan tinjauan lapangan kepada mitra pembiayaan untuk 
memperoleh informasi lebih lengkap dan melihat langsung asset yang 
akan dijadikan jaminan oleh mitra pembiayaan. Pada tahap survey ini 
juga dilakukan analisis kelayakan usaha mitra menggunakan Formulir 
Permohonan Pembiayaan, Rancangan Anggaran Belanja Mitra, dan 
berkas-berkas kelengkapan. Analisis tersebut dilakukan berdasarkan 
faktor-faktor penilaian pembiayaan yang berpedoman pada prinsip 5C. 
f) Setelah analisis dilakukan, kemudian menyerahkan hasil analisis 
untuk dibahas dalam rapat komite pembiayaan: 
a. Jika hasil analisis tidak layak maka permohonan pembiayaan 
ditolak dan semua berkas atau dokumen nasabah dikembalikan 
lagi kepada yang bersangkutan. 


































b. Jika hasil analisis layak maka langsung diserahkan ke bagian 
operasional untuk disiapkan akad pembiayaannya. 
g) Kemudian bagian operasional menyiapkan dokumen persetujuan 
pembiayaan dan jadwal pencairan dana. 
h) Setelah jadwal pencairan dana dibuat maka pihak BMT Muda 
Surabaya menginformasikannya kepada nasabah. 
i) Nasabah datang sesuai jadwal yang ditentukan sambil menyerahkan 
jaminan. Disini jaminan di cek keasliannya apakah sudah sesuai 
dengan berkas yang dilampirkan pada saat pengajuan surat 
permohonan pembiayaan. 
j) Setelah itu kedua belah pihak yaitu BMT Muda Surabaya dan 
nasabah melakukan akad pembiayaan/pengikatan antara kedua belah 
pihak. 
k) Setelah ada pengikatan antara kedua belah pihak, kemudian BMT  
memberikan pembiayaan berupa uang yang telah disepakati kepada 
nasabah sebagai pembayaran utang pada rentenir.  
l) Setelah menerima uang sesuai dengan yang diminta, selanjutnya 
sesuai ketentuan dalam persetujuan mud}a>rabah pelunasan kepada 
BMT dilaksanakan oleh nasabah sesuai dengan jangka waktu yang 
disepakati. 
m) Nasabah melakukan pelunasan, baik sekaligus ataupun diangsur. 
 
 


































C. Praktik Akad Mud}a>rabah Pada Pembiayaan Pendidikan Di BMT Muda 
Surabaya 
1. Pelaksanaan Praktik Akad Mud}a>rabah Pada Pembiayaan Pendidikan di 
BMT Muda Surabaya 
Mud}a>rabah merupakan suatu akad kerjasama usaha antara dua belah 
pihak di mana pihak pertama sa>h}ib al-m}al menyediakan modal, sedangkan 
pihak kedua menjadi pengelola atau mud}a>rib. Keuntungan atau nisbah 
usaha secara mud}a>rabah dibagi menurut kesepakatan bersama yang 
dituangkan  dalam kontrak. 
Namun dalam praktiknya, pembiayaan mud}a>rabah di BMT Muda 
Surabaya digunakan yang awalnya digunakan untuk modal usaha 
melainkan untuk pinjaman uang yang digunakan untuk pembiayaan 
pendidikan, seperti: untuk biaya SPP, dan biaya uang gedung sekolah atau 
Perguruan Tinggi, dan cara membayarnya nasabah bisa melalui angsuran. 
Nasabah yang meminta atau mengajukan pembiayaan pendidikan tersebut 
kepada pihak BMT Muda lebih memilih mencairkannya dengan pinjam 
meminjam yang berupa uang yang dibutuhkan nasabah. Dengan begitu, 
pihak BMT Muda Surabaya tidak menolak kepada nasabah yang 
mengajukan permohonan pembiayaan pendidikan tersebut. 
Berikut hasil wawancara pada nasabah yang melakukan praktik akad 
mud}a>rabah pada pembiayaan pendidikan di BMT Muda Surabaya : 
a.  Ibu Ismiana adalah seorang nasabah yang datang ke BMT Muda 
Surabaya yang mengajukan permohonan pembiayaan mud}a>rabah untuk 


































biaya pendidikan sekolah anaknya. Yang kebetulan kedua anaknya 
membutuhkan biaya tersebut, untuk pendaftaran masuk SMK dan 
masuk Perguruan Tinggi. Ibu Ismiana ini berlamatkan di Jl. Kedinding 
Lor Gg. Melati No. 34 Surabaya. Ibu Ismiana datang menemui 
customer service dengan mengisi formulir dan membawa persyaratan 
pengajuan pembiayaan. Permohonan pembiayaan tersebut direspon 
baik oleh BMT Muda Surabaya,  kemudian pihak account officer 
datang menyurvei kebenaran data yang diberikan nasabah. Setelah itu 
hasil wawancara diserahkan kepada manager untuk disetujui. 
Permohonan pembiayaan nasabah disetujui maka petugas administrasi 
pembiayaan membuat akad pembiayaan mud}a>rabah dan menyiapkan 
berita acara penyerahan bukti barang jaminan surat pernyataan 
penyerahan barang jaminan.Kemudian pihak BMT Muda mencairkan, 
lalu nasabah dihubungi oleh account officer untuk proses 
penandatanganan akad pembiayaan mud}a>rabah untuk membayar biaya 
pendidikan sekolah anak dengan rincian sebagai berikut:54 
1.   Jumlah pinjaman  : Rp 4.000.000 
2. Jangka waktu  : 18 bulan 
3. Cara pembayaran  : Angsuran 
4. Biaya Administrasi  : 2,5% dari  jumlah pinjaman 
 (Rp 100.000) 
5. Angsuran tiap bulan : Rp 303.000 
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6. Jaminan   : Petok-D 
7. Margin   : 2% dari jumlah pinjaman  
(Rp 80.000/bulan) 
8. Jenis pembiayaan  : Mud}a>rabah 
b. Bapak Mustofah adalah seorang nasabah yang datang ke BMT Muda 
Surabaya mengajukan permohonan pembiayaan Mud}a>rabah untuk 
membayar biaya pendidikan anaknya. Bapak Mustofah yang beralamat 
di Jl. Kedinding Lor Gg. Seruni  No. 27 Surabaya. Bapak Mustofah 
datang menemui customer service dengan mengisi formulir dan 
membawa persyaratan pengajuan pembiayaan. Permohonan 
pembiayaan tersebut direspon baik oleh BMT Muda Surabaya, 
kemudian pihak account officer datang menyurvei kebenaran data 
yang diberikan nasabah. Setelah itu hasil wawancara diserahkan 
kepada manager untuk disetujui. Permohonan pembiayaan nasabah 
disetujui maka petugas administrasi pembiayaan membuat akad 
pembiayaan mud}a>rabah dan menyiapkan berita acara penyerahan bukti 
barang jaminan surat pernyataan penyerahan barang jaminan. 
Kemudian pihak BMT Muda mencairkan, lalu nasabah dihubungi oleh 
account officer untuk proses penandatanganan akad pembiayaan 
mud}a>rabah untuk membayar biaya pendidikan sekolah anak dengan 
rincian sebagai berikut:55 
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1. Jumlah pinjaman  : Rp 3.000.000 
2. Jangka waktu  : 10 bulan 
3. Cara pembayaran  : Angsuran 
4. Biaya Administrasi  : 2,5% dari  jumlah pinjaman  
(Rp 75.000) 
5. Angsuran tiap bulan : Rp 360.000 
6. Jaminan   : Petok-D 
7. Margin   : 2% dari jumlah pinjaman 
 (Rp 60.000/bulan) 
8. Jenis pembiayaan  : Mud}a>rabah 
c. Bapak Tasmani atau biasa dipanggil (Bapak Kaslon) adalah seorang 
nasabah yang datang ke BMT Muda Surabaya mengajukan 
permohonan pembiayaan mud}a>rabah yang digunakan untuk biaya 
sekolah anaknya yang masuk di jenjang Sekolah Menengah 
Ketrampilan (SMK). Bapak Tasmani yang beralamat di Jl. Kedung 
Cowek I/17 Surabaya. Bapak Tasmani datang menemui customer 
service dengan mengisi formulir dan membawa persyaratan pengajuan 
pembiayaan. Permohonan pembiayaan tersebut direspon baik oleh 
BMT Muda Surabaya, kemudian pihak account officer datang 
menyurvei kebenaran data yang diberikan nasabah. Setelah itu hasil 
wawancara diserahkan kepada manager untuk disetujui. Permohonan 
pembiayaan nasabah disetujui maka petugas administrasi pembiayaan 
membuat akad pembiayaan mud}a>rabah dan menyiapkan berita acara 


































penyerahan bukti barang jaminan surat pernyataan penyerahan barang 
jaminan. Kemudian pihak BMT Muda mencairkan, lalu nasabah 
dihubungi oleh account officer untuk proses penandatanganan akad 
pembiayaan mud}a>rabah untuk membayar biaya pendidikan sekolah 
anak dengan rincian sebagai berikut:56 
1. Jumlah pinjaman  : Rp 3.000.000 
2. Jangka waktu  : 10 bulan 
3. Cara pembayaran  : Angsuran 
4. Biaya Administrasi  : 2,5% dari  jumlah pinjaman 
     (Rp 75.000) 
5. Angsuran tiap bulan : Rp 360.000 
6. Jaminan   : Kartu Keluarga dan Surat 
      Nikah 
7. Margin   : 2% dari jumlah pinjaman 
     (Rp 60.000/bulan) 
8. Jenis pembiayaan  : Mud}a>rabah 
d. Ibu Regina Aulia adalah seorang nasabah yang datang ke BMT Muda 
Surabaya mengajukan permohonan pembiayaan mura>bah}ah yang 
digunakan untuk keperluan membayar uang gedung kuliah S-2 di 
Universitas Airlangga Surabaya. Beliau mengambil Jurusan Ilmu 
Ekonomi. Ibu Regina Aulia yang beralamat di Jl. Wisma Permai IX/ 
No.16 Surabaya.Ibu Regina Aulia datang menemui customer service 
                                                          
56 Tasmani, Wawancara,  Surabaya, 27 Juli 2018. 


































dengan mengisi formulir dan membawa persyaratan pengajuan 
pembiayaan. Permohonan pembiayaan tersebut direspon baik oleh 
BMT Muda Surabaya, kemudian pihak account officer datang 
menyurvei kebenaran data yang diberikan nasabah. Setelah itu hasil 
wawancara diserahkan kepada manager untuk disetujui. Permohonan 
pembiayaan nasabah disetujui maka petugas administrasi pembiayaan 
membuat akad pembiayaan mud}a>rabah dan menyiapkan berita acara 
penyerahan bukti barang jaminan surat pernyataan penyerahan barang 
jaminan. Kemudian pihak BMT Muda mencairkan, lalu nasabah 
dihubungi oleh account officer untuk proses penandatanganan akad 
pembiayaan mud}a>rabah untuk membayar biaya kuliah S-2 dengan 
rincian sebagai berikut:57 
1. Jumlah pinjaman  : Rp 30.000.000 
2. Jangka waktu  : 36 bulan 
3. Cara pembayaran  : Angsuran 
4. Biaya Administrasi  : 2,5% dari  jumlah pinjaman  
    (Rp 750.000) 
5. Angsuran tiap bulan : Rp 1.433.000 
6. Jaminan   : - 
7. Margin   : 2% dari jumlah pinjaman  
    (Rp 600.000/bulan) 
8. Jenis Pembiayaan  : Mud}a>rabah 
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Nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan pendidikan di BMT 
Muda Surabaya, akad yang digunakan adalah akad mud}a>rabah, tidak semua 
nasabah mengerti tentang akad-akad pembiayaan yang ada di BMT Muda 
Surabaya, meskipun disitu tertulis pasal-pasal yang menjelaskan perjanjian 
tersebut belum tentu juga nasabah akan membacanya. Karena sudah 
menjadi kebiasaan jika ingin mengajukan pembiayaan disitu hanya mengisi 
formulir dan pihak nasabah lebih mementingkan apa yang diinginkan bisa 
dikabulkan oleh pihak BMT Muda Surabaya untuk memenuhi kebutuhan 
nasabah tersebut.  
Karena manusia sebagai makhluk sosial, harus senantiasa mengikuti 
aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, manusia sebagai makhluk 
sosial mereka akan saling membantu antara satu dengan yang lain untuk 
memenuhi kebutuhannya. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya prinsip 
muamalah misalnya, tidak mempersulit, suka sama suka, dan saling tolong 
menolong.58 
 
2. Alasan BMT Muda Menggunakan Akad Mud}a>rabah untuk Pembiayaan 
Pendidikan 
Alasan pihak BMT Muda memberikan pembiayaan pendidikan dengan 
menggunakan akad Mud}a>rabah, karena BMT Muda disini tidak memiliki 
produk khusus untuk membiayai nasabah yang membutuhkan dana talangan 
pendidikan, sehingga pihak BMT Muda Surabaya menyamakan pembiayaan 
                                                          
58 Abdur Rahman Ghazaly, Fiqih Muamalat (Jakarta: Kencana Pranada Media, 2010), 4. 


































tersebut dengan menggunakan akad mud}a>rabah.. Penyaluran dana 
pendidikan yang menggunakan akad mud}a>rabah  karena pihak BMT Muda 
Surabaya memberikan margin yang ringan dan jangka waktu cukup lama 
sesuai dengan kemampuan nasabah dalam membayar angsuran tersebut. 
Setelah itu margin yang diberikan untuk akad mud}a>rabah tersebut tidak 
selalu ditetapkan 2% namun semua sesuai dengan kesepakatan bersama 
diawal perjanjian. Selain itu dalam praktik di lapangan pembiayaan yang 
dilakukan oleh pihak BMT Muda belum sempurna dalam menerapkan prinsip 
syariah yang berlaku dalam akad mud}a>rabah. 
 
3. Solusi apabila Terjadi Wanprestasi pada Pembiayaan Pendidikan dengan 
Menggunakan Akad  Mud}a>rabah  
Di BMT Muda apabila nasabah yang mengalami wanprestasi pada 
pembiayaan pendidikan dengan menggunakan akad Mud}a>rabah, maka pihak 
BMT Muda Surabaya akan melakukan tindakan sebagai berikut: 
a. Melakukan pendekatan kepada nasabah, hal ini dilakukan untuk 
mengetahui permasalahan yang terjadi pada nasabah pembiayaan. 
Pendekatan ini dilakukan dengan cara mendatangi nasabah yang 
mengalami penunggakan, kemudian membicarakan atau mendiskusikan 
masalah yang sedang dihadapi nasabah dan memberikan alternatif jalan 
keluar untuk menyelesaikan masalah tersebut. 
b. Collection, yaitu penagihan secara intensif, dalam hal ini pihak BMT 
Muda melakukan dengan cara bertahap.  


































c. Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan, nasabah yang mengalami 
penunggakan dengan memberikan keringanan untuk membayar 
tunggakan pokok pembiayaan yang lebih kecil tunggakan pokok 
pembiayaan yang seharusnya dibayar. 
d. Rescheduling, (penjadwalan kembali) adalah kebijakan BMT Muda 
memberikan keringanan terhadap nasabah yang menyangkut jadwal 
pembayaran atau jangka waktu. Rescheduling ini salah satu cara yang 
diberikan kepada nasabah yang mempunyai iktikad baik dan karakter 
jujur. 
Namun kebijakan yang dilakukan oleh pihak BMT Muda disini yakni 
tidak memberikan adanya sanksi atau hukuman yang berupa sejumlah uang 
kepada nasabah, karena semua kebijakan dari manajemen BMT masing-
masing berbeda. Namun  pihak BMT Muda akan mengadakan Rescheduling, 
(Penjadwalan Kembali) yang berfungsi untuk membantu nasabah 
wanprestasi di dalam menyelesaikan kewajibannya dengan syarat-syarat 
sebagai berikut: 
a) Pihak BMT Muda memanggil nasabah yang mengalami wanprestasi 
b) Nasabah harus datang langsung ke BMT Muda Surabaya 
c) Nasabah  melakukan akad ulang menggunakan akad Qardhul Hasan 
d) Nasabah mendapatkan tenor yang lebih lama 
e) Pengembalian uang pokok tanpa ada margin 
Mengenai solusi apabila terjadi wanprestasi pada pembiayaan 
pendidikan dengan menggunakan akad mud}a>rabah di BMT Muda Surabaya, 


































semisal ada nasabah belum bisa melunasi pinjaman dalam jangka waktu yang 
telah ditentukan, maka pihak BMT Muda Surabaya akan memberikan 
tenggang waktu sampai nasabah bisa melunasinya. Namun jia belum bisa 
juga melunasi pinjaman itu maka pihak BMT Muda Surabaya akan menagih 
secara baik-baik sampai pinjaman tersebut lunas. Walaupun sudah melebihi 
jatuh tempo teteapi nasabah tersebut tetap tidak bisa membayar, maka harus 
dilakukan akad ulang dengan menggunakan Qardhul Hasan.  




































ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD MUD}A>RABAH 
PADA PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI BMT MUDA SURABAYA 
 
A.  Analisis Terhadap Dasar Kebijakan BMT Muda Surabaya Menggunakan 
Akad Mud}a>rabah dalam Pembiayaan Pendidikan 
 
Melihat dari hasil penelitian yang diperoleh, dalam pembiayaan 
pendidikan dengan menggunakan akad Mud}a>rabah yang dilakukan oleh 
pihak BMT Muda Surabaya, dalam bab 2 penulis sudah menjelaskan secara 
detail mengenai konsep Mud}a>rabah. Pembiayaan Mud}a>rabah di BMT Muda 
Surabaya tidak hanya ditujukan kepada nasabah yang membutuhkan dana 
untuk modal usaha saja, akan tetapi akad Mud}a>rabah yang dalam praktiknya 
ditujukan untuk pembiayaan yang konsumtif, disini BMT Muda memberikan 
akad Mud}a>rabah untuk pembiayaan pendidikan.  
Alasan dasar pihak BMT Muda memberikan pembiayaan pendidikan 
dengan menggunakan akad Mud}a>rabah, karena BMT Muda disini tidak 
memiliki produk khusus untuk membiayai nasabah yang membutuhkan dana 
talangan pendidikan, sehingga pihak BMT Muda Surabaya menyamakan 
pembiayaan tersebut dengan menggunakan akad Mud}a>rabah. Karena 
semakin banyak permintaan pembiayaan untuk membiayai pendidikan yang 
terus meningkat seiring dengan pendidikan di Negara ini yang tergolong 
cukup mahal masyarakat pasti akan lebih memilih menggunakan jasa BMT 
Muda Surabaya sebagai alternatif untuk membantunya dalam menangani 
masalah biaya pendidikan ini.  



































Penyaluran dana pendidikan yang menggunakan akad Mud}a>rabah  
karena pihak BMT Muda Surabaya memberikan margin yang ringan dan 
jangka waktu cukup lama sesuai dengan kemampuan nasabah dalam 
membayar angsuran tersebut. Setelah itu margin yang diberikan untuk akad 
Mud}a>rabah tersebut tidak selalu ditetapkan 2% namun semua sesuai dengan 
kesepakatan bersama diawal perjanjian. Selain itu dalam praktik di lapangan 
pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BMT Muda belum sempurna dalam 
menerapkan prinsip syariah yang berlaku dalam akad Mud}a>rabah. Kebijakan 
tersebutlah yang diterapkan untuk pembiayaan pendidikan di BMT Muda 
Surabaya. 
Sehingga dapat dianalisis dalam hukum Islam menurut Fatwa Dewan 
Syariah Nasional MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mud}a>rabah, 
bahwa dalam pemberian akad Mud}a>rabah yang digunakan untuk pembiayaan 
pendidikan di BMT Muda tersebut dalam hal ini belum sesuai, selain 
digunakan untuk suata usaha yang produktif melainkan pinjaman uang 
kepada nasabah untuk biaya pendidikan. Kemudian yang dihasilkan dari 
pembiayaan pendidikan adalah ilmu pengetahuan bukan keuntungan nisbah 
bagi hasilnya. 
Dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah Ketentuan Umum 
Pasal 1 dijelaskan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang 
dipersamakan dengan itu berupa59 : 
a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mud}a>rabah dan Musy>arakah; 
                                                          
59 Undang- Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 



































b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk Ijarah atau sewa beli dalam 
bentuk Ijarah muntahiya bittamlik; 
c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Mura>bah}ah, Salam, Istishna’; 
d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh; dan 
e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk Ijarah untuk transaksi 
multijasa. 
Di dalam praktiknya, nasabah datang ke BMT Muda Surabaya untuk 
mengajukan pembiayaan yang digunakan untuk membiayai pendidikan 
anaknya, seperti: untuk biaya SPP, uang gedung sekolah dan Perguruan 
Tinggi. Sehingga akad dalam kontrak perjanjian tersebut tidaklah sesuai 
dengan praktik yang ada. Melihat pembiayaan pendidikan dengan 
menggunakan akad Mud}a>rabah diatas, sangat berbeda dengan akad 
Mud}a>rabah yang ada di BMT Muda Surabaya. 
Dalam perjanjian pembiayaan akad Mud}a>rabah di BMT Muda 
diterangkan pada point 1 bahwa akad Mud}a>rabah merupakan akad kerjasama 
antara pihak pertama (s}a>h}ib al-ma>l) dengan pihak kedua (mud}a>rib), untuk 
membiayai seluruh modal kerja yang diperlukan untuk menjalankan suatu 
usaha.60 Namun disini melainkan pinjaman yang berupa uang sebesar 
nominal yang diminta oleh nasabah tersebut. Sehingga dalam praktiknya 
akad Mud}a>rabah dalam pembiayaan pendidikan itu tidak sesuai dengan 
syariat Islam. Namun dalam realita di lapangan terdapat hal yang perlu 
diluruskan. 
                                                          
60 Perjanjian Akad Mud}a>rabah BMT Muda Surabaya 



































Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, pihak BMT Muda 
Surabaya memberikan pembiayaan pendidikan dengan menggunakan akad 
Mud}a>rabah kepada nasabah, yang mana pihak BMT Muda memberikan 
sebuah pinjaman uang setelah itu nasabah membayar kepada BMT Muda 
dengan cara mengangsur dengan tambahan keuntungan (margin) yang telah 
disepakati bersama dalam akad tersebut. Karena pada dasarnya semua 
produk pembiayaan yang ada di BMT Muda, menggunakan sistem margin 
atau keuntungan kecuali satu produk yang tidak memperbolehkan adanya 
margin yaitu Qardul Hasan yang ada dalam produk pembiayaan di BMT 
Muda Surabaya. 
Qardul Hasan yaitu jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang 
sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar 
keuntungan. Karena pinjaman ini merupakan wujud peran sosial untuk 
membantu masyarakat muslim yang kekurangan secara financial. Disamping 
itu, karena sifatnya dana sosial, pinjaman ini bersifat lunak. Sebagai contoh 
dalam praktiknya di BMT Muda Surabaya ada salah satu nasabah yang 
belum bisa melunasi angsurannya kepada pihak BMT Muda sebesar Rp 
360.000 per bulan, namun nasabah tersebut hanya mampu membayarkan per 
bulannya sebesar Rp 50.000., maka pihak BMT Muda Surabaya tetap harus 
menerimanya, daripada nasabah tidak membayar sama sekali angsuran 
tersebut, karena nasabah hanya bisa membayar sesuai dengan 
kemampuannya. Sehingga BMT Muda selalu berpedoman bahwa tugas BMT 
adalah membantu masyarakat. 



































B. Analisis Terhadap Kebijakan BMT Muda Surabaya dalam Mengatasi 
Wanprestasi pada Pembiayaan Pendidikan 
 
       Di BMT Muda apabila nasabah yang mengalami wanprestasi pada 
pembiayaan pendidikan dengan menggunakan akad Mud}a>rabah, maka pihak 
BMT Muda Surabaya akan melakukan kebijakan-kebijakan sebagai berikut : 
a. Melakukan pendekatan kepada nasabah, hal ini dilakukan untuk 
mengetahui permasalahan yang terjadi pada nasabah pembiayaan. 
Pendekatan ini dilakukan dengan cara mendatangi nasabah yang 
mengalami penunggakan, kemudian membicarakan atau mendiskusikan 
masalah yang sedang dihadapi nasabah dan memberikan alternatif jalan 
keluar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seperti, dengan adanya 
kegiatan rutinitas pengajian. Nasabah dan pihak BMT Muda saling 
bertemu. Namun dalam realitanya tidak semua nasabah mau 
bekerjasama untuk menyelesaikan masalah secara baik-baik. Ada 
sebagian juga nasabah yang dengan sengaja menghindar untuk ditemui. 
b. Collection, yaitu penagihan secara intensif, dalam hal ini pihak BMT 
Muda melakukan dengan cara bertahap. Pertama, konfirmasi melalui 
telepon. Kedua, memberikan peringatan atau teguran. Ketiga, penagihan 
langsung yakni dengan mendatangi langsung kerumah nasabah yang 
mengalami penunggakan. 
c. Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan, nasabah yang mengalami 
penunggakan dengan memberikan keringanan untuk membayar 



































tunggakan pokok pembiayaan yang lebih kecil dari tunggakan pokok 
pembiayaan yang seharusnya dibayar. 
d. Rescheduling, (penjadwalan kembali) adalah kebijakan BMT Muda 
dengan memberikan keringanan terhadap nasabah yang menyangkut 
jadwal pembayaran atau jangka waktu. Rescheduling ini salah satu cara 
yang diberikan kepada nasabah yang mempunyai iktikad baik dan 
berkarakter jujur. 
    Namun kebijakan yang dilakukan oleh pihak  BMT Muda Surabaya jika 
ada nasabah yang mengalami wanprestasi, kebijakan yang dilakukan oleh 
pihak BMT Muda disini yakni tidak memberika adanya sanksi atau hukuman 
yang berupa sejumlah uang kepada nasabah, karena semua kebijakan dari 
manajemen BMT masing-masing berbeda. Namun pihak BMT Muda akan 
mengadakan Rescheduling, (Penjadwalan Kembali) yang berfungsi untuk 
membantu nasabah wanprestasi di dalam menyelesaikan kewajibannya 
dengan syarat-syarat sebagai berikut : 
a) Pihak BMT Muda memanggil nasabah yang mengalami wanprestasi 
b) Nasabah harus datang langsung ke BMT Muda Surabaya 
c) Nasabah melakukan akad ulang menggunakan akad Qardhul Hasan 
d) Nasabah mendapatkan tenor yang lebih lama 
e) Pengembalian uang pokok tanpa ada margin 
   Menurut Hukum Islam diperbolehkan mengenakan sanksi atau hukuman 
kepada nasabah yang mengalami wanprestasi. Di dalam fatwa DSN MUI No. 
17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah yang mampu menunda-



































nunda pembayaran. Sanksi ini berdasarkan pada prinsip ta’zir yakni 
bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. 
Pada point kelima dari fatwa disebutkan “Sanksi dapat berupa dendan 
sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat 
saat akad ditandatangani”. 
      Dalam dunia perbankan tidak dapat menghindari pembiayaan yang 
bermasalah. Suatu pembiayaan dikatakan bermasalah ditandai dengan 
adanya tanda-tanda dari nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan 
financial atau karena nasabah sengaja lalai dengan menunda-nunda 
tanggungan pembayarannya kepada pihak BMT. Seorang nasabah yang 
mampu, tidak dibenarkan menunda-nunda penyelesaian hutangnya. Karena 
bila seorang menunda-nunda dalam mekanisme pembiayaan untuk 
mewaspadai kerugian pada pihak BMT Muda dan dapat memberikan 
mud}arat bagi semua pihak. Nasabah disini bermacam-macam, sehingga 
semua tergantung dari pihak nasabahnya. Oleh karena itu, jika nasabah 
mampu membayar angsuran segeralah untuk dibayarkan agar akad-akad itu 
berjalan semestinya. 
 
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Mud}a>rabah di BMT Muda Surabaya  
 
Dalam Islam, terdapat dua bentuk akad kerja sama yakni, Mud}a>rabah 
dan Musya>rakah. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh penulis pada bab 
2, bahwa Mud}a>rabah adalah akad kerjasama usaha antara dua belah pihak 



































dimana pihak pertama (s}a>h}ib al-ma>l) menyediakan seluruh modal, sedangkan 
pihak lainnya bertindak sebagai pengelola usaha (mud}a>rib). Keuntungan 
dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik 
modal. namun, selama kerugian itu diakibatkan oleh si pengelola usaha, 
maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.61 
Produk akad Mud}a>rabah adalah produk pembiayaan yang ditujukan 
untuk memenuhi kebutuhan usaha produksi, perdagangan maupun investasi. 
Sasaran mitra dan nasabah akad Mud}a>rabah di BMT Muda Surabaya adalah 
masyarakat menengah yang membutuhkan dana untuk modal usaha atau 
keperluan lainnya. Mud}a>rabah disyariatkan dan dibolehkan dalam Islam 
untuk mempermudah manusia. Sebab, kadang sebagian orang mempunyai 
modal tapi tidak bisa mengembangkan modal yang ada, sementara yang lain 
tidak punya modal tapi memiliki kemampuan untuk mengembangkan harta.  
Karena itu, Allah SWT membolehkan muamalah ini agar masing-
masing dari keduanya saling mendapatkan manfaat.62 Para Ulama juga tidak 
ada yang mengingkari mengenai diperbolehkan Mud}a>rabah, dalam hal ini 
Ibnu Mundzir mengatakan : 
   ََو ا َْج َعََ اَْه َلَ َب را ض 
لماَِزا و جَى ل عَِمْلِعلاَِة لْم لجاَِفىَِة  
 “Ulama bersepakat mengenai diperbolehkannya Mud}a>rabah”63 
Maka sudah selayaknya manusia membutuhkan orang lain untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam hal bermuamalah. Oleh karena itu 
                                                          
61 Fatmah, Kontrak Bisnis Syariah, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 162. 
62 Sulaiman Al-Faifi, Ringkasan Fiqih Sunnah, Terj. Achmad Zaeni Dachlan, ( Depok: Senja 
    Media Utama,  2017), 637.  
63 Saiful Jazil, Fiqih Mu’amalah, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 138. 



































Allah SWT menganjurkan agar setiap umat-Nya untuk saling tolong 
menolong. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat al-


















ل ْدُعْ َو ْ رنَْْوٱْ
 
اوُق َّتْٱْ َ َّللَّْْنرإْٱَْ َّللْْردَشُْديْٱْ
 
لْرباَقرع. 
Artinya:  Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan  
pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya   
    Allah amat berat siksa-Nya. 
 
Dari penjelasan di atas bisa dipahami bahwa manusia diperbolehkan 
bermuamalah. Maka dari itu hukum Islamlah yang harus dijadikan pedoman 
atau acuan oleh umat manusia, agar manusia meraih kebaikan di dunia da di 
akhirat dengan saling tolong menolong atau tidak saling merugikan satu 
sama lain. Hukum Islam merupakan hukum yang di dalamnya mengatur 
mengenai aqidah, akhlaq dan tidak terkecuali muamalah. Muamalah sendiri 
merupakan aturan-aturan (hukum) Allah SWT, yang di tujukan untuk 
mengatur kehidupan manusia dalam urusan yang berkaitan dengan duniawi, 
sosial kemasyarakatan dan pendidikan.65 
Menurut pendapat para ulama’ menegenai akad Mud}a>rabah di jelaskan 
sebagai berikut: 
a. Ulama’ Syafi’iyah, mud}a>rabah ialah akad yang menentukan seseorang 
menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarahkan. 
b. Ulama’ Hanafiyah mendefinisikan dengan mengatakan, mud}a>rabah 
adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat 
                                                          
64 Departemen Agama RI, Al-Quran danTerjemahannya (Surabaya: Al-Hidayah, 1971), 85. 
65 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 15 



































dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan 
yang lain punya jasa mengelola harta itu. 
c. Ulama’ Malikiyah, bahwa mud}a>rabah adalah akad perwakilan, di mana 
pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk 
diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan. 
Terkait dengan akad Mud}a>rabah di BMT Muda Surabaya penulis 
menganalisis menggunakan teori Mud}a>rabah menurut hukum Islam dan fiqh 
muamalah bahwa Mud}a>rabah adalah suatu akad kerja sama antara pemilik 
modal (sa>h}ib al-ma>l) dengan pengusaha (mud}a>rib), di mana pemilik modal 
menyerahkan modal kepada mud}a>rib untuk diproduktifkan. Kemudian, laba 
yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan. 
Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 07/DSN-
MUI/IV/2000, yang ditetapkan pada tanggal 04 April 2000 tentang 
Mud}a>rabah, dijelaskan pada ketentuan umum pasal 1 bahwasannya 
Mud}a>rabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan 
Syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.66  Adapun 
Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
Mud}a>rabah sebagai berikut67 : 
Pertama: Ketentuan Umum Mud}a>rabah 
1) Pembiayaan mud}a>rabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh 
Lembaga Keuangan Syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang 
produktif. 
                                                          
66 Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Jakarta: Erlangga, 2011), 256. 
67 Ibid. 



































2) Dalam pembiayaan ini lembaga keuangan syariah sebagai sa>h}ib al-ma>l 
(pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), 
sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mud}a>rib. 
3) Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian 
keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.   
4) Mud}a>rib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah 
disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan lembaga keuangan 
syariah tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi 
mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. 
5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk 
tunai dan bukan piutang. 
6) Lembaga keuangan syariah sebagai penyedia dana menanggung semua  
kerugian, kecuali jika mud}a>rib melakukan kesalahan yang disengaja, 
lalai, atau menyalahi perjanjian. 
7) Dalam pembiayaan Mud}a>rabah tidak ada jaminan, namun agar tidak 
melakukan penyimpangan lembaga keuangan syariah dapat meminta 
jaminan dari mud}a>rib atau pihak ketiga. 
8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian 
keuntungan diatur oleh lembaga keuangan syariah dan fatwa DSN. 
9) Biaya operasional dibebankan kepada mud}a>rib. 
Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa dalam akad 
Mud}a>rabah pada pembiayaan pendidikan di BMT Muda belum sesuai dengan 
ketentuan hukum akad Mud}a>rabah dalam Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-



































MUI/ IV/2000 tentang Mud}a>rabah yang sudah dijelaskan di atas. Sebab 
dalam perjanjian akad Mud}a>rabah tersebut pihak BMT Muda dan nasabah 
tidak ada perjanjian untuk kegiatan yang produktif melainkan pinjaman uang 
untuk biaya pendidikan. 
Menurut hukum Islam, akad Mud}a>rabah yang diterapkan oleh BMT 
Muda dalam pembiayaan pendidikan tersebut menjadi fasid (rusak). Fasid 
adalah akad yang telah memenuhi rukun akad, akan tetapi tidak memenuhi 
syarat keabsahan akad. Ketidaksahannya dapat disebabkan karena akad 
tersebut tidak sesuai dengan praktik yang sesungguhnya terjadi di lapangan. 
Suatu akad dapat dikatakan fasid apabila mengandung sifat yang tidak jelas 
dan dilarang oleh syara’.  
Selain karena tidak adanya unsur kegiatan yang produktif, rukun dan 
syarat yang ada dalam akad Mud}a>rabah tidak terlaksana. Yang menyebabkan 
rukun dan syarat tidak terpenuhi adalah mengenai rukun dalam akad 
Mud}a>rabah pada pembiayaan pendidikan adalah : 
1. Pihak yang melakukan akad, yaitu pihak pemilik modal (s}a>h}ib al-ma>l) 
dan pengelola modal atau pekerja (mud}a>rib). 
2. Objek akad. Dalam akad Mud}a>rabah objek akadnya adalah modal dan 
kerja. Dalam pembiayaan pendidikan ini, obyek yang diserah terimakan 
adalah berupa uang yang sesuai dengan keinginan nasabah. Dalam hal 
ini obyek akad Mud}a>rabah yang berupa uang telah memenuhi syarat dan 
rukun akad Mud}a>rabah. 



































Kemudian untuk obyek akad Mud}a>rabah yang berupa kerja yaitu 
pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, pembiayaan 
yang digunakan untuk pendidikan ini tidak menghasilkan keuntungan 
melainkan ilmu pengetahuan. Sehingga obyek dalam rukun Mud}a>rabah 
tidak sah karena tidak terlaksana sebagaimana dalam akad. 
3. S{igat yakni penyertaan ija>b dan qabu>l. Para ulama fiqh sepakat 
mengenai syarat dalam pelaksanaan ija>b qabu>l yaitu: tujuan yang 
terkandung dalam penyertaan itu harus jelas, sehingga dapat dipahami 
jenis akad yang dikehendaki, karena ada berbagai macam jenis akad 
menurut tujuan dan hukumnya.  
Dalam pembiayaan pendidikan ini, tujuan yang dinyatakan oleh 
nasabah adalah untuk biaya pendidikan akan tetapi dari pihak BMT 
Muda memberikan akad perjanjian Mud}a>rabah. Sehingga dalam hal ini 
adanya perbedaan ija>b dan qabu>l antara kedua belah pihak yaitu pihak 
nasabah menyatakan memenuhi kebutuhan nasabahnya. Dari uraian 
diatas, dapat dianalisis bahwa ija>b dan qabu>l yang dilakukan oleh 
belum memenuhi syarat dan aturan akad Mud}a>rabah. 
4. Keuntungan (Ribh). Dalam akad Mud}a>rabah keuntungan adalah jumlah 
yang di dapatkan sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan 
berikut ini harus dipenuhi: 
a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan 
hanya untuk satu pihak. 



































b. Pembagian keuntungan harus jelas seperti bagian setengah, 
sepertiga, seperempat, sesuai kesepakatan bersama pada waktu 
akad. 
c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari 
mud}a>rabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian 
apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau 
pelanggaran kesepakatan. 
Berdasarkan hasil dari semua komponen yang sudah dianalisis oleh 
penulis, sehingga dapat disimpulkan bahwa akad Mud}a>rabah yang digunakan 
untuk pembiayaan pendidikan ini, diperbolehkan meskipun sebelumnya ada 
problem di akadnya seperti terjadi wanprestasi. Dan dana yang diberikan 
oleh BMT Muda yang diserahkan kepada nasabah dengan harapan benar-
benar digunakan dalam pendidikan, bukan untuk hal lainnya. Walaupun 
belum sepenuhnya sesuai dengan fiqh muamalah, fatwa DSN MUI dan SOP 
BMT Muda, namun secara garis besar hal ini sah karena demi kemaslahatan 
bersama dan kesejahteraan lahir dan batin. 
 







































Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pemaparan  
praktik akad Mud}a>rabah pada pembiayaan pendidikan di BMT Muda 
Surabaya, dapat diambil kesimpulan bahwa : 
1. Pembiayaan pendidikan dengan menggunakan akad mud}a>rabah yang 
diberikan oleh pihak di BMT Muda Surabaya, karena BMT Muda tidak 
memiliki produk khusus untuk membiayai nasabah yang membutuhkan 
dana talangan pendidikan, kemudian margin yang ditetapkan juga ringan 
dan jangka waktu yang lama sesuai dengan kemampuan nasabah dalam 
membayar angsuran tersebut.  
2. Apabila nasabah yang mengalami wanprestasi pada pembiayaan 
pendidikan dengan menggunakan akad mud}a>rabah di BMT Muda 
Surabaya maka langkah yang ditempuh yakni sebagai berikut : 
a. Melakukan pendekatan kepada nasabah 
b. Collection, yaitu penagihan secara intensif 
c. Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan 
d. Rescheduling, (penjadwalan kembali) 
3. Menurut analisis hukum Islam bahwa dalam pemberian akad mud}a>rabah 
yang digunakan untuk pembiayaan pendidikan di BMT Muda Surabaya 

































dalam hal ini belum sesuai, yang ditinjau dari fatwa DSN MUI No. 
07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mud}a>rabah. Kemudian yang dihasilkan 
dari pembiayaan pendidikan adalah ilmu pengetahuan bukan keuntungan 
nisbah bagi hasil. Jadi akad yang diterapkan oleh BMT Muda Surabaya 
dalam pembiayaan pendidikan tersebut tidak tepat atau dianggap akad 
yang fasid (rusak). 
 
B. Saran 
Dari beberapa kesimpulan di atas penulis memberikan saran-saran 
sebagaimana teori mud}a>rabah sebagaimana mestinya. Adapun saran-saran 
penulis yaitu sebagai berikut: 
1. Dari pihak BMT Muda Surabaya diharapkan dapat menerapkan akad 
mud}a>rabah dengan sebenarnya sesuai ketentuan-ketentuan yang ada 
seperti penggunaan akad harus jelas agar tercapai visi misi yang telah 
dicantumkan, serta agar nasabah mengetahui prinsip syariah yang 
sebenarnya.  
2. Diharapkan BMT Muda lebih meningkatkan pembenahan konsep 
mud}a>rabah secara umum agar sejalan dengan teori mud}a>rabah dalam 
penentuan akad untuk pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. 
3. Dalam menentukan akad pembiayaan Mud}a>rabah sebaiknya sesuai 
dengan fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 serta tetap 
mempertahankan praktik syariah yang telah dijalankan dengan 

































mengacu pada fatwa-fatwa yang telah ditetapkan oleh MUI dan 
landasan syariah yang sudah ada. 
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